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Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029
merupakan perencanaan perangkat daerah yang menjadi panduan bagi pegawai
DPMPTSP dalam melaksanakan pembangunan di masa mendatang.

Renstra DPMPTSP Prov. Sultra akan menjadi dasar dalam hal penyusunan
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menjadi pedoman penyusunan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran DPMPTSP
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Dokumen Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 tetap berpedoman
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Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2005-2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan di masa
depan secara tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia. Perencanaan menjadi sangat penting karena pada dasarnya sumber daya yang
dimiliki oleh daerah/Perangkat Daerah (PD) relatif terbatas, sedangkan kebutuhan
relatif tidak terbatas maka dari itu dibutuhkan suatu rancangan yang berupa rencana
strategis sebagai cara dalam mencapai target atau tujuan. Oleh karena itu, perencanaan
yang baik sangat memungkinkan sumber daya pembangunan daerah yang terbatas
dapat dikelola secara efektif dan efisien sehingga berdaya guna dan berhasil guna.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud dalam
dokumen ini adalah meliputi tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah jangka
panjang, menengah, dan jangka pendek yang terdiri atas:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan
dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

c. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen
perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

e. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD

untuk periode 1 (satu) tahun.
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Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

a. Satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

b. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan
peran dan kewenangan masing-masing;

c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dan
dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing
daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
program prioritas pembangunan daerah, strategi, arah kebijakan, program perangkat
daerah, dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berpedoman pada
RPJMD.

Renstra PD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan Renstra PD;

b. Penyusunan Rancangan Renstra PD;

¢. Perumusan Rancangan Renstra PD;

d. Review Rancangan Akhir Renstra PD;

e. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD; dan

f. Penetapan Renstra PD.

Tata cara perumusan rencana pembangunan daerah dapat diaplikasikan dalam
perumusan Renstra PD. Perumusan tersebut dilakukan dengan cara:

a. Transparan;

Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan
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negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,
golongan, dan rahasia negara.

. Responsif;

Responsif artinya dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan
perubahan yang terjadi di daerah.

Efisien;

Efisien merupakan pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau

masukan terendah dengan keluaran maksimal.

. Efektif;

Efektif mengandung makna kemampuan mencapai target dengan sumber daya
yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.

Akuntabel;

Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan
daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Partisipatif;

Partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses
tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap
kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi
untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki
akses dalam pengambilan kebijakan.

Terukur;

Terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk

mencapainya.
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h. Berkeadilan;
Berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan,
gender, dan usia.

i. Berwawasan lingkungan; dan
Berwawasan lingkungan yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur
tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam
mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan
cara menyerasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam
yang menopangnya.

j. Berkelanjutan.
Berkelanjutan yang dimaksud adalah pembangunan yang dilakukan secara
seimbang dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa
mengorbankan kemampuan generasi mendatang.

Renstra PD menggunakan 4 (empat) pendekatan sebagai berikut:

a. Teknokratis;
Pendekatan teknokratis artinya menggunakan metode dan kerangka berpikir
ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

b. Partisipatif;
Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku
kepentingan (stakeholders).

c. Politis;
Pendekatan politis bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan
masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat

kampanye.
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d. Top-down dan bottom-up.

Pendekatan dari bawah ke atas (botfom-up) dan atas ke bawah (top-down)

hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa,

kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta
sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan
rencana pembangunan daerah.

Disamping itu Renstra PD merupakan sistem perencanaan yang dikembangkan
dengan memperhatikan karakteristik tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi
Tenggara (Sultra). Renstra ini merupakan penjabaran dan implementasi RPJMD
Prioritas Sulawesi Tenggara 2025 — 2029. Hubungan antara Renstra PD dengan
dokumen perencanaan pembangunan lainnya disajikan melalui gambar berikut:

Gambar 1.1. Keterkaitan Renstra PD DPMPTSP Prov. Sultra dengan Dokumen
Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya
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Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar di atas menjelaskan dokumen Renstra PD DPMPTSP Prov. Sultra tahun
2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Dengan
demikian, pola hubungan Renstra PD DPMPTSP Prov. Sultra tahun 2029-2029 dengan

dokumen perencanaan lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:
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a. Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2020

— 2025
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang

memuat sasaran pokok pembangunan nasional beserta serangkaian kebijakan
dan strategi pembangunan nasional harus menjadi pedoman bagi perangkat
daerah dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang tertuang
dalam Renstra PD. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 2 dijelaskan bahwa
tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional salah satunya adalah
mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan nasional dan menjamin
terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang,
antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Begitu
pula dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjelaskan
bahwa dalam penyusunan Renstra PD Provinsi memperhatikan penyelarasan
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan, dan
sub kegiatan dengan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD Tahun 2025-2029.

b. Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat visi,

misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN. Renstra
DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran tujuan dan
sasaran pembangunan selama periode Pejabat Gubernur yang penyusunannya

berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan
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keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program
PD, lintas PD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja
dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
penyusunan Renstra PD DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025, terutama yang berkaitan erat pada
kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan tahap ketiga dan
keempat RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara.

c. Renstra PD DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Prov.
Sultra

Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 senantiasa

mengedepankan sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan daerah
provinsi di regional Sulawesi dengan memperhatikan aspek prioritas bersama,
urgensi, relevansi dengan kebutuhan rakyat serta kemampuan keuangan daerah
yang dialokasikan untuk DPMPTSP Prov. Sultra.

d. Renstra PD DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 dengan Rencana Kerja
DPMPTSP Prov. Sultra

Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 akan dijabarkan

setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Prov. Sultra
sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Provinsi Sulawesi Tenggara. Renja memuat rancangan prioritas pembangunan
DPMPTSP Prov. Sultra, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu

1 (satu) tahun.
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c.

Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara 2014-2034

Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025-2029
sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2014-2034 untuk lebih fokus pada pembangunan kawasan
strategis yang telah ditetapkan berdasarkan ketersediaan Sumber Daya Alam
(SDA).
Renstra PD DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 dengan Rencana
Pembangunan Sektoral

Dokumen Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 selain
berkorelasi dengan  dokumen  perencanaan  strategi Kementerian
Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM RI) selaku kementerian
yang membidangi sektor penanaman modal.
Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 dengan Renstra DPMPTSP
Kabupaten/Kota Se-Sultra

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen
perencanaan PD provinsi harus selaras dengan dokumen perencanaan PD

Kabupaten/Kota.
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1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 228 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5941);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6618);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
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13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7115);

14. Instruksi  Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik
Indonesia;

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 19);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 459);

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang
Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor
Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara: (5 241/2024));

25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran

Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 Nomor 1);
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26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 Nomor 5);

27. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 Nomor 1);

28. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah

Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 Nomor 6).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan Rencana Strategis ini adalah untuk memberikan panduan
dan kerangka strategis pelaksanaan program serta kegiatan bagi unit-unit kerja di
lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai upaya mewujudkan tugas dan fungsi DPMPTSP
Prov. Sultra. Tujuan penetapan Rencana Strategis ini adalah:

1. Sebagai pedoman, kerangka acuan dalam mewujudkan visi, misi, serta tujuan
dan sasaran RPJMD dan program jangka pendek dan menengah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi
Sulawesi Tenggara.

2. Sebagai instrumen bagi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara didalam
mengintegrasikan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan

DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara.
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3. Sebagai instrumen pengukuran pencapaian kinerja selama 5 (lima) tahun
DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara.

4. Sebagai landasan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

(Renstra PD) dalam hal operasional atau program kerja tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra PD ini didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai
berikut:
BAB I. PENDAHULUAN.

Bagian ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra DPMPTSP Prov.
Sultra, fungsi Renstra DPMPTSP Prov. Sultra dalam penyelenggaraan pembangunan
daerah, proses penyusunan Renstra DPMPTSP Prov. Sultra, keterkaitan Renstra
DPMPTSP Prov. Sultra dengan RPJMD, Renstra Kementerian Investasi/BKPM RI dan
Renstra Revisi DPMPTSP Prov. Sultra/Kabupaten/Kota se-Sultra serta dengan Renja
DPMPTSP Prov. Sultra. Bab pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab, yakni: latar

belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur DPMPTSP Prov.
Sultra dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas

apa saja sumber daya yang dimiliki DPMPTSP Prov. Sultra dalam penyelenggaraan
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tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja penyelenggaraan pelayanan DPMPTSP
Prov. Sultra yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra DPMPTSP Prov. Sultra
periode sebelumnya, kelompok sasaran layanan, dan mengulas hambatan-hambatan
utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Tahun 2025-2029
DPMPTSP Prov. Sultra ini.

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis
mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan, serta
tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra.

Permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah terbagi dalam beberapa sub
bab yaitu:

1. Identifikasi permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat
daerah. Pada bagian ini mengemukakan permasalahan pelayanan perangkat
daerah beserta faktor yang mempengaruhinya.

2. Penentuan isu-isu strategis, pada bagian ini di-review kembali faktor-faktor
dari pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra ditinjau dari:

1. Isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan
regional).

2. Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan
untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang
berkeadilan.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil
penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh
informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra DPMPTSP

Prov. Sultra Tahun 2025-2029.
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BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan tujuan Renstra Perangkat Daerah Prov.
Sultra, sasaran Renstra PD tahun 2025-2029, kemudian memuat rumusan strategi dan

arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta
kinerja, indikator, target, dan pagu (nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan
mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur terkait dengan
nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan dan pemutakhirannya).

Pada bagian ini dikemukakan kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif yang
akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang dalam Indikator
Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun

2025-2029.

BAB V. PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan dari dokumen Renstra DPMPTSP
Prov. Sultra Tahun 2025-2029 yang antara lain berisi kesimpulan penting substansial,
kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi terhadap perencanaan,

pelaksanaan berdasarkan urusan pemerintah daerah.
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BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN,
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi
Tenggara (DPMPTSP Prov. Sultra) dibentuk dengan tujuan untuk mempermudah
proses birokrasi pelayanan pengurusan perizinan dalam berbagai bentuk, diantaranya
mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan
yang kurang penting. Semua jenis pelayanan perizinan pada lingkup Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat langsung ditangani oleh DPMPTSP,
diantaranya sektor penanaman modal, sektor kesehatan, sektor pekerjaan umum, sektor
perhubungan, sektor komunikasi dan informasi, sektor sosial, sektor ketenagakerjaan,
sektor pertanian dan peternakan, sektor koperasi dan umkm, sektor pariwisata, sektor
perikanan dan kelautan, sektor kehutanan serta sektor energi dan sumber daya mineral.

Awal pendirian perangkat daerah bidang penanaman modal sebagai organisasi
tersendiri berdasarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebelumnya instansi
ini bernama Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Prov. Sultra.

BPMD Prov. Sultra kemudian berganti nomenklatur menjadi Badan Koordinasi
Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPMD dan PTSP)
Prov. Sultra berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, mempunyai tugas
membantu  Gubernur  melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu dengan pembagian tugas sebagai berikut.
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin,  membina,
mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan kebijakan dan program
strategis, mengendalikan dan mengembangkan semua Kkegiatan bidang
penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu serta
bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Dinas

menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;

c. Pengawasan, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;

d. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;

f. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
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g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur berkaitan

dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian serta

Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat mempunyai 2 tugas, antara lain:

a. Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan

pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perencanaan program,
organisasi dan ketatalaksanaan, perlengkapan dan inventarisasi aset,
ketatausahaan, rumah tangga dan hubungan masyarakat, evaluasi dan
pelaporan serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit organisasi
secara terpadu.

. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas sekretariat

menyelenggarakan fungsi:

a. Pengoordinasian, penyiapan dan pelaksanaan perumusan rencana,

program, kegiatan dan anggaran lingkup dinas;

. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya
manusia lingkup dinas;

. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan;

. Pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;

. Pengelolaan urusan perlengkapan dan aset lingkup dinas;

. Pengelolaan urusan rumah tangga dan hubungan masyarakat;

. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan Kkebijakan dan

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup dinas;
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h. Pengelolaan data dan sistem informasi; dan
I. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan
dengan tugas dan fungsinya.
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian
Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan administrasi
kepegawaian,;
c. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan
pengelolaan sumber daya manusia lingkup dinas;
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan koordinasi penataan organisasi
dan ketatalaksanaan serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
e. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan perlengkapan dan
inventarisasi aset;
f. Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan hubungan
masyarakat;
g. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi; dan
h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaporan pelaksanaan
tugas di bidang umum dan kepegawaian.
4. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal
Kelompok Jabatan Fungsional penanaman modal mempunyai tugas
melaksanakan tata kelola penanaman modal dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
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. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana
strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup
daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;

. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan
penanaman modal lingkup daerah;

. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup
daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman
modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing
penanaman modal lingkup daerah;

. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi
penanaman modal lingkup daerah serta kerja sama penanaman
modal,;

. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal di
dalam dan luar negeri;

. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan
sektor usaha dan wilayah;

. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan

penanaman modal, dan pendampingan hukum,;

i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan

penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan

peraturan perundang-undangan;

j. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi

penanaman modal;

. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat
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daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan
iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
dan
l. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi,
pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan
penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara
elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelompok Jabatan Fungsional pelayanan terpadu satu pintu
mempunyai tugas melaksanakan penataan pelayanan perizinan, perizinan
berusaha dan nonperizinan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya Jabatan Fungsional
pelayanan terpadu satu pintu menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi, dan
pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan
pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
d. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan
perizinan berusaha, dan nonperizinan;
e. Pengkajian, penyusunan, dan pengusulan deregulasi/kebijakan
pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan lingkup daerah;
f. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan

perizinan, dan nonperizinan;
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g. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan
nonperizinan;

h. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat
daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan
nonperizinan;

1. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan
masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat,
dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)

Dinas dapat membentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPTD berkedudukan
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Dilingkungan dinas dapat ditetapkan sejumlah kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan
Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan
bidang keahlian dan keterampilan.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat
administrator, atau pejabat pengawas sebagai pejabat penilai kinerja yang

memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas.
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B. Struktur Organisasi DPMPTSP Prov. Sultra
Berikut bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara
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Sumber: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2025

Peraturan di atas selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Permendagri 25 tahun 2021 tentang DPMPTSP bertujuan sebagai pedoman
pembentukan DPMPTSP yang tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan
pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota.

Permendagri ini mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota.
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Maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri ini untuk menegaskan bahwa
penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah provinsi dilaksanakan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi dan
penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten/kota.
Hingga dokumen Renstra PD ini disusun DPMPTSP Prov. Sultra belum merevisi

struktur organisasi sebagaimana yang tersaji di atas.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Aparatur 3

Gambar di bawah ini menyajikan grafik jumlah pegawai DPMPTSP Provinsi
Sulawesi Tenggara tahun 2020-2024 berdasarkan jenis kelamin.

Gambar 2.2. Grafik Pegawai DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2020-2024
Berdasarkan Jenis Kelamin

Pegawai DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2020-2024
Berdasarkan Jenis Kelamin

35
30
25
20
15
10

5

0

2020 2021 2022 2023 2024

W LAKI-LAKI B PEREMPUAN

Sumber: Data Kepegawaian DPMPTSP Prov. Sultra (Diolah)

Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa jumlah pegawai laki-laki secara
konsisten lebih banyak dibandingkan dengan pegawai perempuan sepanjang tahun
2020 hingga 2024. Jumlah pegawai laki-laki mengalami penurunan dari 41 orang pada

tahun 2020 menjadi 34 orang pada tahun 2024, sedangkan pegawai perempuan relatif
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stabil pada kisaran 15-16 orang. Jika dilihat dari total keseluruhan, jumlah pegawai
DPMPTSP Provinsi Sultra pada tahun 2020 sebanyak 57 orang, tahun 2021 sebanyak
54 orang, tahun 2022 sebanyak 52 orang, tahun 2023 sebanyak 50 orang, dan tahun
2024 sebanyak 49 orang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun komposisi pegawai
masih didominasi laki-laki, secara umum jumlah total pegawai cenderung mengalami
penurunan dari tahun ke tahun.

Gambar berikut menampilkan jumlah pegawai DPMPTSP Provinsi Sulawesi
Tenggara pada tahun 2020-2024 berdasarkan tingkat pendidikan.

Gambar 2.3. Grafik Pegawai DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2020-2024
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pegawai DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2020-2024
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Sumber: Data Kepegawaian DPMPTSP Prov. Sultra (Diolah)
Dari grafik terlihat bahwa mayoritas pegawai DPMPTSP Provinsi Sultra
memiliki latar belakang pendidikan Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2), dengan jumlah yang

relatif stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 terdapat 31 orang lulusan S1, 19
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orang lulusan S2, 5 orang lulusan SMA, dan 2 orang lulusan Sarjana Muda, sehingga
total pegawai mencapai 57 orang. Pada tahun 2021 jumlahnya sama dengan total 54
orang, terdiri atas 28 orang S1, 19 orang S2, 5 orang SMA, dan 2 orang Sarjana Muda.
Tahun 2022 jumlah total pegawai menurun menjadi 52 orang (28 orang S1, 19 orang
S2, dan 5 orang SMA). Pada tahun 2023 jumlah pegawai turun lagi menjadi 50 orang
(26 orang S1, 19 orang S2, dan 5 orang SMA), dan pada tahun 2024 jumlah pegawai
tercatat 49 orang (25 orang S1, 19 orang S2, dan 5 orang SMA). Secara keseluruhan,
tren total pegawai menunjukkan penurunan, dengan lulusan S1 dan S2 menjadi
kelompok terbesar dibandingkan tingkat pendidikan lainnya.

Grafik berikut menggambarkan distribusi pegawai DPMPTSP Provinsi

Sulawesi Tenggara tahun 2020-2024 menurut golongan.

Gambar 2.4. Grafik Pegawai DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2020-2024
Berdasarkan Golongan
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Sumber: Data Kepegawaian DPMPTSP Prov. Sultra (Diolah)

Berdasarkan grafik, terlihat bahwa pegawai dengan Golongan III mendominasi
jumlah pegawai setiap tahun, meskipun jumlahnya menurun dari 41 orang pada tahun
2020 menjadi 31 orang pada tahun 2023, lalu naik kembali menjadi 33 orang pada 2024.

Pegawai Golongan IV menunjukkan tren peningkatan dari 12 orang pada tahun 2020
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menjadi 16 orang pada tahun 2023-2024. Sementara itu, pegawai Golongan II relatif
stabil dengan 3—4 orang, dan tidak ada pegawai pada Golongan I sepanjang periode
tersebut. Jika dilihat dari total keseluruhan, jumlah pegawai pada tahun 2020 sebanyak
57 orang, tahun 2021 sebanyak 54 orang, tahun 2022 sebanyak 52 orang, tahun 2023
sebanyak 50 orang, dan tahun 2024 sebanyak 49 orang. Secara umum, total pegawai
terus menurun, dengan mayoritas berada pada Golongan III, sementara proporsi
Golongan IV cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Kesetaraan gender merupakan salah satu prioritas utama dalam Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 5: Mencapai Kesetaraan
Gender dan Memberdayakan Perempuan dan Anak Perempuan. Di lingkup DPMPTSP
Provinsi Sulawesi Tenggara, isu ini menjadi relevan dalam memastikan bahwa setiap
kebijakan dan layanan publik, terutama yang berkaitan dengan perizinan dan
penanaman modal, dapat diakses dan dimanfaatkan secara adil oleh semua kelompok,
tanpa diskriminasi gender. Salah satu kunci keberhasilannya terletak pada penguatan
Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki perspektif gender, baik dari sisi aparatur
maupun pelaku usaha. SDM yang peka terhadap kesetaraan gender akan mendorong
lahirnya kebijakan yang lebih inklusif, pelayanan yang lebih responsif, serta

peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi formal.

2.2.2. Sumber Daya Aset A

Sumber daya aset/modal yang dimiliki oleh DPMPTSP Prov. Sultra terus
meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2023 sebesar Rp12.343.797.660, kemudian pada
tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp12.807.827.667 atau naik sebesar 2,76%
dari realisasi tahun 2023. Nilai ini diproyeksi akan terus meningkat pada tahun-tahun

mendatang.
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Aset DPMPTSP Prov. Sultra terdiri dari aset tetap berupa tanah, peralatan dan

mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta

kontruksi dalam pengerjaannya.

Gambar 2.5. Grafik Aset DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2020

Sumber: Data Aset DPMPTSP Prov. Sultra (Diolah)

Pada Gambar 2.5. grafik ini menunjukkan distribusi aset Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara
dari tahun 2020 hingga 2024. Terdapat 5 (lima) kategori aset yang dianalisis yaitu,
Tanah (biru) kategori ini menunjukkan jumlah aset tanah yang dimiliki, dengan nilai
yang relatif stabil sepanjang periode yang ditampilkan. Peralatan dan Mesin (oranye)
terdapat fluktuasi yang signifikan pada kategori ini, dimana menunjukkan peningkatan
investasi dalam peralatan dan mesin dari tahun ke tahun. Gedung dan Bangunan (abu-
abu) nilai aset gedung dan bangunan menunjukkan tren yang positif, serta
mencerminkan pembangunan infrastruktur yang terus berlanjut, selanjutnya Jaringan
(biru muda) kategori ini menunjukkan investasi yang konsisten dalam jaringan yang
penting untuk mendukung layanan publik dan investasi lebih lanjut, dan Konstruksi

dalam Pengerjaan (kuning) kategori ini mengalami peningkatan yang signifikan,
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menunjukkan adanya proyek konstruksi yang sedang berjalan dan diharapkan dapat
meningkatkan kapasitas layanan DPMPTSP.

Secara keseluruhan, diagram ini menggambarkan pertumbuhan dan
perkembangan aset DPMPTSP yang penting untuk mendukung investasi dan layanan

publik di Provinsi Sulawesi Tenggara.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 2020-2024 kinerja pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra
menunjukkan peningkatan dibanding periode sebelumnya. Hal ini tercermin dari
sejumlah indikator seperti realisasi investasi yang rata-rata terus meningkat dari tahun

ke tahun serta melampaui angka yang ditargetkan.

Gambar 2.6. Grafik Jumlah Proyek PMA/PMDN Berskala Nasional
Jumlah Proyek PMA/PMDN Berskala Nasional
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Sumber: Data Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Prov. Sultra

Grafik menunjukkan tren peningkatan jumlah proyek Penanaman Modal Asing
(PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari tahun 2020 hingga 2024.
Pada tahun 2020, PMA tercatat sebanyak 169 proyek dan PMDN 577 proyek. Angka
tersebut terus meningkat hingga tahun 2024, di mana proyek PMA mencapai 720 dan
PMDN melonjak signifikan menjadi 6.316 proyek. Peningkatan yang konsisten

tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi nasional dan
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perbaikan iklim investasi di Indonesia. Secara keseluruhan, proyek PMDN
mendominasi dari sisi jumlah, menunjukkan tingginya partisipasi pelaku usaha
domestik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sementara peningkatan
proyek PMA juga menegaskan daya saing Indonesia di tingkat global.

Gambar berikut memperlihatkan grafik perbandingan nilai target dan realisasi
investasi PMA/PMDN pada periode 2020-2024

Gambar 2.7. Grafik Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN
Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN
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Sumber: Data Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Prov. Sultra

Data pada grafik menunjukkan bahwa capaian investasi tidak selalu sejalan
dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 target investasi sebesar Rp11,50 triliun
berhasil terlampaui dengan realisasi Rp21,13 triliun, begitu pula tahun 2021 dengan
target Rp21,69 triliun dan capaian Rp27,93 triliun. Namun pada tahun 2022 capaian
turun menjadi Rp20,19 triliun, jauh di bawah target Rp34,73 triliun. Tren serupa terjadi
pada tahun 2023, di mana target Rp21,73 triliun hanya tercapai Rp14,36 triliun, dan
pada tahun 2024 realisasi kembali lebih rendah yaitu Rp11,05 triliun dibandingkan
target Rp25,61 triliun. Jika dijumlahkan selama 5 (lima) tahun, total target investasi
sebesar Rp115,26 triliun, sedangkan total realisasi hanya mencapai Rp94,66 triliun. Hal

ini mencerminkan bahwa meskipun sempat melampaui target di awal periode, secara
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keseluruhan realisasi investasi lima tahun terakhir masih berada di bawah target yang
telah ditetapkan.

Gambar berikut menampilkan grafik pertumbuhan realisasi investasi
PMA/PMDN pada periode 2020-2024 berdasarkan target dan capaian tahunan.

Gambar 2.8. Grafik Pertumbuhan Realisasi Investasi PMA/PMDN

Pertumbuhan Realisasi Investasi PMA/PMDN
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Sumber: Data Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Prov. Sultra

Berdasarkan grafik, terlihat bahwa laju pertumbuhan investasi mengalami
fluktuasi yang cukup tajam. Pada tahun 2020 target pertumbuhan investasi
diproyeksikan turun sebesar -18,67%, namun realisasi justru mencatat kenaikan
13,36%. Tahun 2021 target melonjak hingga 88,61%, sementara capaian hanya berada
di angka 32,18%. Selanjutnya pada tahun 2022 target pertumbuhan sebesar 60,12%,
namun realisasi menurun menjadi -27,71%. Tren negatif berlanjut di tahun 2023, di
mana target ditetapkan -37,43%, sedangkan capaian juga turun -28,88%. Pada 2024
target pertumbuhan kembali positif sebesar 17,86%, namun realisasi justru mencatat
kontraksi -23,05%. Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa tahun dengan

capaian yang melebihi target, kinerja pertumbuhan investasi lima tahun terakhir masih
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menunjukkan ketidakstabilan dengan kecenderungan fluktuatif dan hasil yang sering
tidak sesuai dengan proyeksi.

Grafik pada Gambar 2.9 menampilkan perkembangan nilai kepatuhan
pelayanan publik DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2020-2024
berdasarkan target dan capaian tahunan.

Gambar 2.9. Grafik Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik DPMPTSP Prov. Sultra
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Sumber: Data Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Prov. Sultra

Pada tahun 2020, target kepatuhan ditetapkan sebesar 81, namun capaian
melampaui target dengan nilai 94,32. Tahun 2021 target meningkat menjadi 82,
sementara capaian berada di angka 76,09. Pada 2022, target kembali naik ke 83, namun
capaian justru menurun menjadi 71,01. Tren penurunan berlanjut di tahun 2023 dengan
target 84 tetapi capaian hanya 69,71. Pada 2024 terlihat perbaikan signifikan, di mana
target 85 dapat terlampaui dengan capaian 87,89. Secara keseluruhan, capaian nilai
kepatuhan pelayanan publik menunjukkan pola fluktuatif, dengan keunggulan capaian
di awal (2020) dan akhir periode (2024), sementara pada 3 (tiga) tahun pertengahan

(2021-2023) belum mencapai target.
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Gambar ini menunjukkan perkembangan jumlah pelaku usaha yang berinvestasi
di Sulawesi Tenggara selama periode 2020 hingga 2024, dengan perbandingan antara
target tahunan dan realisasi capaian.

Gambar 2.10. Grafik Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi di Sultra
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Sumber: Data Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Prov. Sultra

Grafik menunjukkan perkembangan jumlah pelaku usaha yang berinvestasi di
Sulawesi Tenggara (Sultra) dari tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, terjadi tren
peningkatan baik pada Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN). Jumlah pelaku usaha PMA meningkat dari 54 pada tahun 2020
menjadi 148 pada tahun 2024, sedangkan pelaku usaha PMDN naik signifikan dari 161
menjadi 683 pada periode yang sama. Secara total, jumlah pelaku usaha yang
berinvestasi di Sultra meningkat dari 215 pelaku pada tahun 2020 menjadi 831 pelaku
pada tahun 2024. Peningkatan yang cukup konsisten ini menunjukkan adanya
perbaikan iklim investasi, efektivitas promosi dan pelayanan perizinan yang dilakukan
oleh pemerintah daerah, serta meningkatnya kepercayaan investor terhadap potensi

ekonomi dan stabilitas pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
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Secara umum, kinerja penanaman modal di Sulawesi Tenggara selama periode
RPJMD menunjukkan hasil yang menggembirakan dalam hal jumlah proyek dan nilai
investasi. Namun, penurunan dalam laju pertumbuhan investasi dan nilai kepatuhan
pelayanan publik menandakan perlunya strategi berkelanjutan yang tidak hanya fokus
pada kuantitas, tetapi juga kualitas layanan dan pertumbuhan yang konsisten. Dengan
peningkatan pelaku usaha yang tinggi, potensi untuk memperkuat sektor ini di masa
depan sangat besar, asalkan disertai perbaikan tata kelola dan pelayanan investasi.

Gambar berikut menunjukkan grafik jumlah izin yang diterbitkan oleh
DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu 2020
hingga 2024.

Gambar 2.11. Grafik Jumlah Izin yang Diterbitkan DPMPTSP Prov. Sultra
Tahun 2020-2024

Jumlah Izin yang Diterbitkan DPMPTSP Prov. Sultra
Tahun 2020-2024
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Sumber: Data Perizinan Tahun 2020-2024 DPMPTSP Prov. Sultra (Diolah)

Pada tahun 2020 jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 576 izin, lalu
mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 741 izin. Tahun 2022 mengalami
peningkatan drastis menjadi 1.938 izin, dan pada 2023 kembali mengalami kenaikan
menjadi 2.118 izin. Namun, di tahun 2024 jumlah tersebut menurun menjadi 1.433 izin.

Jika diakumulasikan sepanjang tahun 2020—-2024, total izin yang diterbitkan mencapai
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6.806 izin, yang menunjukkan adanya kenaikan dengan capaian akumulatif yang cukup
besar.
Tabel berikut menyajikan data pengawasan penanaman modal PTSP terhadap

pelaku usaha proyek strategis nasional di Sulawesi Tenggara tahun 2024.

Tabel 2.1. Pengawasan Penanaman Modal PTSP pada Pelaku Usaha Proyek
Strategis Nasional di Sultra Tahun 2024

Industri logam dasar
Kawasan
Virtue Dragon | mulia & logam dasar
industri konawe
Nickel  Industrial | bukan besi lainnya, | 8824 Orang 854.713.082.466
& kawasan
Park sudah pada tahap
sumelter
produksi
Industri logam dasar
mulia & logam dasar
Obsidian  Stainless Kawasan
bukan besi lainnya, | 12.200 Orang 839.962.300.000
Teel industri konawe
sudah pada tahap
produksi
11 Orang
(Laporan
PT. Kendari
Tahap konstruksi | diaplikasi Kawasan
Kawasan  Industri 12.301.972.842
belum ada aktivitas OSS-RBA industri kendari
Terpadu
Tenaga kerja
30 Orang)
Indonesia Konawe | Tahap konstruksi | Tenaga kerja Kawasan
371.143.285.240
Industrial Park belum ada aktivitas 120 Orang industri konawe
Kawasan
Nusantara Industri | Tahap konstruksi | Tenaga Kerja
210.000.000.000 Sumelter
Sejata belum ada aktivitas 42 Orang
Konawe Utara
Ceria Nugra | Tahap Konstruksi | Tenaga Kerja Kawasan
28.391.960.057.374
Indotama Aktivitas 3254 Orang Industri Kolaka
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Indonesia  Pomala | Tahap Konstruksi | Tenaga Kerja Kawasan
7. 181.580.306.949
Industri Park Aktivitas 35 Orang Industri Pomala
PT. Vale Indonesia | Tahap Konstruksi | Tenaga Kerja Kawasan
8. 5.660.871.488.834
TBK Aktivitas 1223 Orang Industri Pomala
Kawasan
Macika Mineral | Tahap Konstruksi | Tenaga Kerja Industri
9. 128.002.730.194
Indutri Aktivitas 250 Orang Konawe
Selatan
Kawasan
Artha Mining | Tahap Konstruksi | Tenaga Kerja
10. 1.280.000.000.000 | Industri ~ Kab.
Industri Aktivitas 300 Orang
Bombana

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam tabel, proyek strategis nasional di
Sulawesi Tenggara mencakup sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor industri
logam dasar. Sebagian besar perusahaan tersebut masih berada pada tahap konstruksi,
sementara beberapa lainnya sudah memasuki tahap produksi. Jumlah tenaga kerja yang
terlibat menunjukkan variasi yang signifikan, mencerminkan kebutuhan sumber daya
manusia yang berbeda-beda tergantung pada skala dan tahap perkembangan masing-
masing proyek. Besarnya nilai investasi yang tercatat juga mencerminkan komitmen
yang substansial dari perusahaan-perusahaan tersebut dalam mengembangkan kawasan
industri, yang tersebar di berbagai lokasi seperti Konawe, Kolaka, Pomala, dan
Bombana, yang diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi
wilayah Sulawesi Tenggara.

Berikut ini adalah data mengenai 5 (lima) besar realisasi investasi Sulawesi
Tenggara tahun 2020-2024 berdasarkan sektor, yang mencakup sektor primer,
sekunder, dan tersier PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal

Dalam Negeri).
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Tabel 2.2. Sektor Primer PMA Tahun 2020

1. | PT. Shenniu Mining Indonesia Pertambangan

PT. Sulawesi Cahaya Mineral
HONGKONG RRT

Pertambangan

Tabel ini memuat dua perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan di
Sulawesi Tenggara pada tahun 2020, yaitu PT. Shenniu Mining Indonesia dan PT.
Sulawesi Cahaya Mineral Hongkong RRT. Kedua perusahaan ini berinvestasi dalam
sektor pertambangan, yang merupakan sektor penting dalam pembangunan ekonomi
daerah tersebut. Investasi di sektor ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas
produksi dan memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal.

Tabel berikut menampilkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor

sekunder Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 2020 di Sulawesi Tenggara.

Tabel 2.3. Sektor Sekunder PMA Tahun 2020

1. | PT. Artha Mining Industri Industri Logam Daras, Barang Logam, Bukan Besi
2. | PT. Huale Nipindo Nickel Industri Logam Daras, Barang Logam, Bukan Besi
3. | PT. Obsidian Stainless Steel Industri Logam Daras, Barang Logam, Bukan Besi

Tabel ini mencakup tiga perusahaan yang beroperasi dalam sektor industri
logam dasar, barang logam, dan bukan besi, yaitu PT. Artha Mining Industri, PT. Huale
Nipindo Nickel, dan PT. Obsidian Stainless Steel. Perusahaan-perusahaan ini
menunjukkan komitmen dalam sektor industri yang memiliki peran strategis dalam
meningkatkan kapasitas produksi dan memperkuat sektor manufaktur di Sulawesi

Tenggara, khususnya dalam industri logam.
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Berikut data perusahaan yang bergerak di sektor tersier PMA pada tahun 2020
di Sulawesi Tenggara.

Tabel 2.4. Sektor Tersier PMA Tahun 2020

1. | PT. Ascendent Land Logistic Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi

Sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi oleh PT. Ascendent Land
Logistic. Perusahaan ini memiliki peran krusial dalam pengembangan infrastruktur
logistik dan transportasi di Sulawesi Tenggara, mendukung distribusi barang dan
memperkuat sektor perekonomian lokal.

Selanjutnya, disajikan informasi mengenai sektor primer Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN) di Sulawesi Tenggara pada tahun 2020.

Tabel 2.5. Sektor Primer PMDN Tahun 2020

1. | PT. Oriental Mutiara Indonesia Perikanan
2. | PT. Tiara Indopearl Perikanan
3. | PT. Sultratana Samudra Perikanan
4. | H. Abdullah Perikanan
5. | PT. Bintang Smelter Indonesia Pertambangan

Dua perusahaan yang tercatat dalam sektor perikanan adalah PT. Oriental
Mutiara Indonesia dan PT. Tiara Indopearl. Keduanya memiliki fokus utama pada
pengembangan sektor perikanan, yang merupakan sektor penting dalam perekonomian
daerah, berpotensi meningkatkan produksi dan ekspor hasil laut dari Sulawesi

Tenggara.
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Berikut ini adalah data perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor
sekunder Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sulawesi Tenggara pada tahun

2020.

Tabel 2.6. Sektor Sekunder PMDN Tahun 2020

1. | PT. Sejahtera Arang Lestari Industri Kayu

2. | PT. Galang Cinta Bahari Soropia Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi

Lainnya
3. | PT. Media Nusantara Industri Kertas dan Percetakan
4. | PT. Kala Kakao Industri Industri Lainnya

Empat perusahaan yang bergerak di sektor industri kayu, kendaraan bermotor
dan alat transportasi lainnya, serta industri kertas dan percetakan tercatat dalam tabel
ini, yaitu PT. Sejahtera Arang Lestari, PT. Galang Cinta Bahari Soropia, PT. Media
Nusantara, dan PT. Kala Kakao Industri. Perusahaan-perusahaan ini berperan dalam
memperkuat sektor industri sekunder di Sulawesi Tenggara, yang dapat mendukung
pengembangan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja.

Berikut merupakan data 5 besar realisasi investasi berdasarkan masing-masing
sektor pada tahun 2021 triwulan I.

Tabel 2.7. 5 Besar Realisasi Investasi dari Sektor Tahun 2021 Triwulan |
No Sektor Realisasi

Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin
1. Rp7,72 Triliun
dan Peralatan Lainnya

2. Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan Rp0,43 Triliun atau (Rp439 Milyar)
3. Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi Rp0,25 Triliun atau (Rp255 Milyar)
4, Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran Rp0,05 Triliun atau (Rp55,4 Milyar)
5. Pertambangan Rp0,02 Triliun atau (Rp21,1 Milyar)
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Realisasi tertinggi tercatat pada sektor industri logam dasar, barang logam,
bukan mesin dan peralatannya dengan nilai sebesar Rp7,72 triliun. Selanjutnya diikuti
oleh sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan sebesar Rp0,43 triliun
(Rp439 miliar), serta sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar Rp0,25
triliun (Rp255 miliar). Adapun sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran
menyumbang Rp0,05 triliun (Rp55,4 miliar), dan sektor pertambangan sebesar Rp0,02
triliun (Rp21,1 miliar).

Selain ditinjau dari sektor usaha, realisasi investasi juga dapat dilihat
berdasarkan perusahaan dengan asal penanaman modal, baik dari Penanaman Modal

Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Tabel 2.8. Tabel 2.9. 5 Besar Realisasi Investasi
5 Besar Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri
Penanaman Modal Asing (PMA) (PMDN

No Perusahaan Realisasi No Perusahaan Realisasi

1. | PT. Virtue Dragon Rp3,67 Triliun 1. | PT. Jhonlin Batu | Rp375,9 Milyar
Nickel Industry Mandiri

2. | PT. Sungai Raya | Rp2,36 Triliun 2. | PT. Aman Fortuna | Rp39,1 Milyar
Nickel Alloy Indonesia Nusantara

3. | PT. Obsidian Stainless 3. | PT. Kalingga | Rp23,8 Milyar

Rp1,60 Triliun

Steel Murda Pratama

4. | PT. Pelabuhan Muara | Rp0,25 Triliun 4. | PT. Margahayu | Rp9,3 Milyar
Sampara Mega Utama

5. | PT. MBG Nickel | Rp0,07 Triliun 5. | PT. Bombana Maju | Rp8,9 Milyar
Indonesia Makmur

Pada PMA, kontribusi terbesar berasal dari PT. Virtue Dragon Nickel Industry
sebesar Rp3,67 triliun, disusul oleh PT. Sungai Raya Nickel Alloy Indonesia sebesar

Rp2,36 triliun, dan PT. Obsidian Stainless Steel sebesar Rp1,60 triliun. Sementara itu,
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kontribusi lebih kecil diberikan oleh PT. Pelabuhan Muara Sampara senilai Rp0,25
triliun, serta PT. MBG Nickel Indonesia sebesar Rp0,07 triliun. Sedangkan dari PMDN,
nilai investasi tertinggi dicatatkan oleh PT. Jhonlin Batu Mandiri sebesar Rp375,9
miliar, diikuti oleh PT. Aman Fortuna Nusantara sebesar Rp39,1 miliar dan PT.
Kalingga Murda Pratama sebesar Rp23,8 miliar. Dua perusahaan lainnya yakni PT.
Margahayu Mega Utama dan PT. Bombana Maju Makmur masing-masing
berkontribusi sebesar Rp9,3 miliar dan Rp8,9 miliar.

Pada Triwulan II Tahun 2022, realisasi investasi di Sulawesi Tenggara

menunjukkan konsentrasi pada sektor industri pengolahan dan pertambangan.

Tabel 2.10. Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Triwulan Il Tahun 2022

1. | Industri Logam Dasar, Barang Logam, Rp1.383, 85 Milyar
2. | Pertambangan Rp319.49 Milyar
3. | Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi Rp68.342 Milyar
4. | Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran Rp317,16 Milyar
5. | Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Rp112.50 Milyar
6. | Industri Makanan Rp34.236 Milyar

Realisasi tertinggi berasal dari sektor industri logam dasar, barang logam, bukan
mesin dan peralatannya dengan nilai mencapai Rp1,38 triliun. Sektor berikutnya adalah
pertambangan sebesar Rp319,49 miliar, disusul oleh perumahan, kawasan industri, dan
perkantoran dengan nilai Rp317,16 miliar. Selain itu, sektor transportasi, gudang, dan
telekomunikasi menyumbang investasi sebesar Rp68,34 miliar, sektor tanaman pangan,
perkebunan, dan peternakan sebesar Rp112,50 miliar, serta sektor industri makanan

senilai Rp34,23 miliar.
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Dari sisi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), realisasi investasi pada
Triwulan II Tahun 2022 didominasi oleh perusahaan sektor pertambangan dan industri

berbasis nikel.

Tabel 2.11. Top 5 Investasi PMA di Sultra Triwulan Il Tahun 2022

1. | PT. Acendentd Land Logistic Rp524,20 Milyar
2. | PT. Sulawesi Cahaya Mineral Rp131,15 Milyar
3. | PT. Kolaka Nickel Indonesia Rp128,82 Milyar
4. | PT. Virtue Dragon Nickel Industry Rp75,90 Milyar
5. | PT. First Heavy Nickel Industry Rp71,85 Milyar

Kontribusi terbesar diberikan oleh PT. Acendentd Land Logistic dengan nilai
investasi sebesar Rp524,20 miliar, disusul oleh PT. Sulawesi Cahaya Mineral sebesar
Rp131,15 miliar, dan PT. Kolaka Nickel Indonesia senilai Rp128,82 miliar. Sementara
itu, PT. Virtue Dragon Nickel Industry mencatatkan investasi sebesar Rp75,90 miliar
serta PT. First Heavy Nickel Industry sebesar Rp71,85 miliar.

Selain Penanaman Modal Asing (PMA), realisasi investasi di Sulawesi
Tenggara pada Triwulan II Tahun 2022 juga ditopang oleh perusahaan Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN).

Tabel 2.12. Top 5 Investasi PMDN di Sultra Triwulan 1l Tahun 2022

1. | PT. Ceria Nugraha Indotama Rp524,74 Milyar
2. | PT. Bukit Makmur Resources Rp392,70 Milyar
3. | PT. Kalingga Mudrat Pratama Rp274,98 Milyar
4. | PT. Andi Nurhadi Mandiri Rp152,82 Milyar
5. | PT. Anugerah Harisma Barakah Rp139,65 Milyar
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Kontribusi terbesar berasal dari PT. Ceria Nugraha Indotama dengan realisasi
investasi mencapai Rp524,74 miliar, diikuti oleh PT. Bukit Makmur Resources sebesar
Rp392,70 miliar. Selanjutnya, PT. Kalingga Mudrat Pratama mencatatkan investasi
senilai Rp274,98 miliar, disusul PT. Andi Nurhadi Mandiri sebesar Rp152,82 miliar,
dan PT. Anugerah Harisma Barakah dengan nilai Rp139,65 miliar.

Sebaran realisasi investasi di Sulawesi Tenggara pada Triwulan II Tahun 2022
menunjukkan adanya perbedaan kontribusi antar kabupaten/kota, yang merefleksikan
potensi ekonomi dan daya tarik investasi di masing-masing daerah.

Realisasi investasi di Sulawesi Tenggara pada Triwulan IV Tahun 2023 dapat
dikategorikan menurut sektor usaha, yang memberikan gambaran mengenai bidang
prioritas yang menjadi daya tarik investor.

Tabel 2.13. Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Triwulan IV Tahun 2023

No Sektor Realisasi
1. | Pertambangan Rp694,22 Milyar
2. | Tanaman Pangan Perkebunan dan Peternakan Rp30,69 Milyar

3. Perikanan

Data menunjukkan bahwa sektor pertambangan menjadi penyumbang terbesar
dengan nilai Rp694,22 miliar, disusul sektor tanaman pangan, perkebunan, dan
peternakan sebesar Rp30,69 miliar. Sementara itu, sektor perikanan juga tercatat
berkontribusi meskipun dalam jumlah yang relatif lebih kecil.

Selain berdasarkan sektor, realisasi investasi juga dapat ditinjau dari perusahaan
penanaman modal asing (PMA) yang beroperasi di Sulawesi Tenggara.

Tabel 2.14. Top 5 Investasi PMA di Sultra Triwulan IV Tahun 2023

No Perusahaan Realisasi
1. | PT. Virtue Dragon Nickel Industry Rp614,31 Milyar
2. | PT. Indonesia Konawe Industry Park Rp430,24 Milyar
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No Perusahaan Realisasi

3. | PT. Vale Indonesia Rp256,23 Milyar
4. | PT. Sino Kawasan Industri Rp210,19 Milyar
5. | PT. Sulawesi Cahaya Mineral Rp180,53 Milyar

Lima perusahaan dengan realisasi investasi terbesar pada Triwulan IV Tahun
2023 yaitu PT. Virtue Dragon Nickel Industry dengan Rp614,31 miliar, PT. Indonesia
Konawe Industry Park sebesar Rp430,24 miliar, PT. Vale Indonesia Rp256,23 miliar,
PT. Sino Kawasan Industri Rp210,19 miliar, serta PT. Sulawesi Cahaya Mineral sebesar
Rp180,53 miliar. Hal ini menegaskan bahwa investasi asing di Sultra masih didominasi
oleh perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan industri pengolahan
mineral.

Selain investasi asing, kontribusi investasi dari Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN) juga memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi
Sulawesi Tenggara pada Triwulan IV Tahun 2023. Berikut merupakan lima perusahaan
dengan realisasi investasi terbesar.

Tabel 2.15. Top 5 Investasi PMDN di Sultra Triwulan 1V Tahun 2023

No Perusahaan Realisasi
1. | PT. Ceria Nugraha Indotama Rp635,09 Milyar
2. | PT. Ceria Metalindo Prima Rp614,96Milyar
3. | PT. Peteka Karya Tirta Rp488,30 Milyar
4. | PT. PIn Indonesia Power Rp192,25 Milyar
5. | PT. Karya Alam Perdana Rp191,78 Milyar

Realisasi investasi terbesar dicapai oleh PT. Ceria Nugraha Indotama sebesar
Rp635,09 miliar, diikuti PT. Ceria Metalindo Prima dengan Rp614,96 miliar, serta PT.

Peteka Karya Tirta Rp488,30 miliar. Sementara itu, PT. PLN Indonesia Power dan PT.
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Karya Alam Perdana juga turut memberikan kontribusi masing-masing sebesar
Rp192,25 miliar dan Rp191,78 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa investasi PMDN di
Sultra didominasi oleh perusahaan besar yang bergerak di sektor energi dan sumber
daya alam.

Pada sektor primer, investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Sulawesi
Tenggara Triwulan IV Tahun 2023 menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan dari
beberapa perusahaan tambang besar.

Tabel 2.16. Top 5 Investasi Sektor Utama PMA di Sultra Triwulan IV Tahun 2023
Sektor Primer (PMA)

No Perusahaan Realisasi
1. | PT. Vale Indonesia TBK Rp256,23 Milyar

2. | PT. Sulawesi Cahaya Mineral Rp180,53 Milyar

3. | PT. Dermawan Berjaya Mining Rp17,05 Milyar

4. | PT. Bumi Konawe Mineral Rp6,90 Milyar

5. | PT. Glory Klorin Nickel Rp6,56 Milyar

Tabel memperlihatkan bahwa PT. Vale Indonesia TBK menempati posisi
pertama dengan realisasi Rp256,23 miliar, diikuti PT. Sulawesi Cahaya Mineral sebesar
Rp180,53 miliar. Dominasi sektor pertambangan menegaskan bahwa aktivitas
eksplorasi dan produksi mineral masih menjadi daya tarik utama bagi investor asing di
sektor primer.

Investasi pada sektor sekunder juga memberikan kontribusi penting terhadap
realisasi PMA di Sulawesi Tenggara, terutama pada subsektor industri pengolahan.

Tabel 2.17. Top 5 Investasi Sektor Utama PMA di Sultra Triwulan IV Tahun 2023

Sektor Sekunder (PMA
No Perusahaan Realisasi
1. | PT. Virtue Dragon Nickel Industry Rp614,31 Milyar
2. | PT. Kolaka Nickel Indonesia Rp94,68 Milyar

A  RENSTRA DPMPTSP 2025 2029 | 46



No Perusahaan Realisasi

3. | PT. Yato Mega Smelter Indonesia Rp5,99 Milyar
4. | PT. Delta Samudra Shipyard Rp4,41 Milyar
5. | PT. Tiga Sekawan Resources Invesment Rp2,38 Milyar

PT. Virtue Dragon Nickel Industry menempati posisi teratas dengan investasi
Rp614,31 miliar, jauh melampaui perusahaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa
industri smelter nikel tetap menjadi tulang punggung investasi asing pada sektor
sekunder di Sultra.

Selain sektor primer dan sekunder, sektor tersier juga berperan dalam

mendukung realisasi investasi PMA di Sulawesi Tenggara pada Triwulan IV Tahun

2023.
Tabel 2.18. Top 5 Investasi Sektor Utama PMA di Sultra Triwulan IV Tahun 2023
Sektor Tersier (PMA)
No Perusahaan Realisasi
1. | PT. Virtue Dragon Nickel Industry Rp614,31 Milyar
2. | PT. Kolaka Nickel Indonesia Rp94,68 Milyar
3. | PT. Yato Mega Smelter Indonesia Rp5,99 Milyar
4. | PT. Delta Samudra Shipyard Rp4,41 Milyar
5. | PT. Tiga Sekawan Resources Invesment Rp2,38 Milyar

Tabel menunjukkan bahwa PT. Virtue Dragon Nickel Industry kembali menjadi
penyumbang terbesar dengan realisasi Rp614,31 miliar, diikuti PT. Kolaka Nickel
Indonesia sebesar Rp94,68 miliar. Walaupun nilainya tidak sebesar sektor lainnya,
sektor tersier tetap memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan investasi asing

di daerah ini.
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Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada sektor primer di
Sulawesi Tenggara Triwulan IV Tahun 2023 didominasi oleh perusahaan yang bergerak
di bidang pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam.

Tabel 2.19. Top 5 Investasi Sektor Utama PMDN di Sultra Triwulan 1V Tahun 2023
Sektor Primer (PMDN)

No Perusahaan Realisasi
1. | PT. Manunggal Sarana Surya Pratama Rp30,69 Milyar
2. | PT. Timah Investasi Mineral Rp29,32 Milyar
3. | PT. Tambang Bumi Sulawesi Rp28,75 Milyar
4. | PT. Almharig Rp17,25 Milyar
5. | PT. Adhi Kartiko Pratama Rp16,48 Milyar

Tabel menunjukkan bahwa PT. Manunggal Sarana Surya Pratama menjadi
penyumbang terbesar dengan investasi Rp30,69 miliar, disusul PT. Timah Investasi
Mineral sebesar Rp29,32 miliar. Nilai ini menggambarkan bahwa meskipun sektor
primer masih berkontribusi, realisasi investasinya relatif lebih kecil dibandingkan
sektor lainnya.

Sektor sekunder menjadi penyumbang terbesar dalam realisasi investasi PMDN
di Sulawesi Tenggara pada Triwulan IV Tahun 2023, khususnya dari industri
pengolahan mineral.

Tabel 2.20. Top 5 Investasi Sektor Utama PMDN di Sultra Triwulan 1V Tahun 2023

Sektor Sekunder (PMDN)
No Perusahaan Realisasi
1. | PT. Ceria Nugraha Indotama Rp635,09 Milyar
2. | PT. Ceria Metalindo Prima Rp614,96 Milyar
3. | PT. Karya Alam Perdana Rp191,78 Milyar
4. | PT. Kovalen Mining Rp105 Milyar
5. | PT. Bukit Makmur Resources Rp78,87 Milyar
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PT. Ceria Nugraha Indotama menempati posisi pertama dengan investasi
Rp635,09 miliar, disusul PT. Ceria Metalindo Prima dengan Rp614,96 miliar.
Kontribusi dua perusahaan ini mencerminkan besarnya peranan industri smelter nikel
dalam mendorong pertumbuhan investasi sektor sekunder di Sultra.

Selain sektor primer dan sekunder, sektor tersier juga memberikan kontribusi
dalam realisasi investasi PMDN di Sulawesi Tenggara Triwulan IV Tahun 2023,
terutama pada bidang jasa dan ketenagalistrikan.

Tabel 2.21. Top 5 Investasi Sektor Utama PMDN di Sultra Triwulan 1V Tahun 2023
Sektor Tersier (PMDN)

No Perusahaan Realisasi
1. | PT. Peteka Karya Tirta Rp488,30 Milyar

2. | PT. PIn Indonesia Power Rp192,25 Milyar

3. | PT. Majusetia Nusasentosa Rp62,43 Milyar

4. | PT. Pelayaran Samudra Lamappepening Rp18 Milyar

5. | PT. Tujuh Samudra Berjaya Rp14,67 Milyar

PT. Peteka Karya Tirta menjadi investor terbesar dengan nilai Rp488,30 miliar,
diikuti PT. PLN Indonesia Power sebesar Rp192,25 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa
investasi pada sektor jasa publik, khususnya penyediaan energi dan transportasi laut,
masih berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi di Sultra.

Untuk mengetahui realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang
paling signifikan di Sulawesi Tenggara pada Triwulan II Tahun 2024, berikut disajikan
lima perusahaan dengan nilai investasi tertinggi.

Tabel 2.22. Top 5 Investasi PMA di Sultra Triwulan Il Tahun 2024

No Perusahaan Realisasi
1. | PT. Vale Indonesia Rp289,654,57 Milyar
2. | PT. Sulawesi Cahaya Mineral Rp265,630,56 Milyar
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3. | PT. Suno Indo Kawasan Industri Rp209,700,05 Milyar

4. | PT. Indonesia Pomala Industri Park Rp174,963,04 Milyar

5. | PT. Ascendent Land Logistik Rp111,012,03 Milyar

Berdasarkan tabel di atas, PT. Vale Indonesia menjadi perusahaan dengan
realisasi investasi PMA tertinggi, mencapai Rp289.654,57 miliar. Disusul oleh PT.
Sulawesi Cahaya Mineral dan PT. Suno Indo Kawasan Industri. Hal ini menunjukkan
dominasi sektor pertambangan dan industri sebagai kontributor utama dalam investasi
asing di wilayah ini.

Selain PMA, investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga
memberikan kontribusi penting. Berikut adalah lima perusahaan dengan realisasi
investasi PMDN terbesar di Sultra pada Triwulan II Tahun 2024.

Tabel 2.23. Top 5 Investasi PMDN di Sultra Triwulan 1l Tahun 2024

No Perusahaan Realisasi
1. | CERIA METALINDO PRIMA Rp96,015,80 Milyar
2. | CERIANUGRAHA INDOTAMA Rp95,570,30 Milyar
3. | ANEKA TAMBANG TBK Rp65,376,50 Milyar
4. | MALINDO BARA MURNI Rp56,335,50 Milyar
5. | BUKIT MAKMUR RESOURCES Rp41,291,30 Milyar

Dari tabel tersebut, CERIA METALINDO PRIMA mencatatkan investasi
tertinggi dengan nilai Rp96.015,80 miliar, diikuti oleh CERIA NUGRAHA
INDOTAMA dan ANEKA TAMBANG TBK. Data ini mencerminkan peran aktif
perusahaan domestik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Berikut disajikan lima perusahaan teratas di sektor primer yang merupakan
kontributor utama investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Sulawesi Tenggara

selama Triwulan II Tahun 2024.
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Tabel 2.24. Top 5 Investasi Sektor Utama PMA di Sultra Triwulan 11 Tahun 2024
Sektor Primer (PMA)

No Perusahaan Realisasi

1. | PT. Vale Indonesia TBK Rp289,654,57 Milyar
2. | PT. Sulawesi Cahaya Mineral Rp265,630,56 Milyar
3. | PT. Dermawan Berjaya Mining Rp18,490,50 Milyar

4. | PT. Bumi Konawe Mineral Rp16,699,50 Milyar

5. | PT. Glory Korin Nickel Rp4,744,50 Milyar

Seperti terlihat pada tabel, PT. Vale Indonesia TBK dan PT. Sulawesi Cahaya
Mineral tetap menjadi penyumbang investasi terbesar di sektor primer. Dominasi sektor

pertambangan masih sangat kuat dalam menarik investor asing ke Sulawesi Tenggara.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Saat ini DPMPTSP di Indonesia memasuki era perizinan berbasis risiko. Online
Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko yaitu perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai
dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan
usaha. Sebagai sebuah sistem yang terbilang baru tentu menghadapi berbagai tantangan
untuk penyempurnaan aplikasi. Tantangan OSS-RBA antara lain:
1. Pengiriman email notifikasi seperti registrasi, aktivasi, reset password yang
gagal. Adapun upaya perbaikan atau penyempurnaan yang dilakukan oleh
BKPM adalah dengan memastikan kembali apakah email tujuan sudah
benar, apabila salah akan dilakukan perbaikan alamat email, mengirimkan
ulang email notifikasi kepada pelaku usaha dan memperbaiki bugs sehingga

meminimalkan tingkat kegagalan email notifikasi.
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. Pada saat penggantian hak akses OSS 1.1 ke OSS Berbasis Risiko, Nomor

Induk Berusaha (NIB) yang seharusnya terdaftar untuk hak akses yang
sama tidak terbaca atau tidak tampil.

. Duplikasi email pendaftaran hak akses. Biasanya hal ini disebabkan oleh
adanya email yang telah digunakan untuk mendaftarkan hak akses OSS 1.1
namun belum memiliki perizinan berusaha. BKPM pun melakukan
perbaikan dan penyempurnaan dengan cara menonaktifkan hak akses OSS
1.1 yang belum memiliki perizinan berusaha, sehingga email tersebut dapat
digunakan kembali untuk mendaftar hak akses OSS Berbasis Risiko.

. Produk salah pada NIB dan perizinan berusaha lainnya yang telah berlaku
efektif pada OSS 1.1. Dalam proses perbaikan dan penyempurnaan sistem,
BKPM memperbaiki bugs sehingga pelaku usaha dapat mengunggah
produk yang benar atas NIB dan perizinan berusaha lainnya yang telah
berlaku efektif pada OSS 1.1, serta mengirimkan email pemberitahuan
kepada pelaku usaha bahwa NIB dan perizinan berusaha lainnya tersebut
telah diperbaiki.

. Perpanjangan perizinan berusaha. Terkait kendala dan hambatan ini, BKPM
tengah melakukan pengembangan fitur perpanjangan perizinan berusaha
dan dapat segera digunakan oleh pelaku usaha.

Tantangan dalam konsultasi virtual dimana janji untuk konsultasi virtual
hanya dapat diperjanjikan setelah proses login. Hal ini menjadi tantangan
bagi investor baru untuk melakukan konsultasi virtual dengan BKPM.
Bahkan ditemukan beberapa akun memiliki error saat membuat janji

konsultasi virtual seperti tombol tidak dapat ditekan.
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7. Sinkronisasi terhadap akun dan data OSS v.1.1, dan data dari Kementerian
Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), dan Kementerian
Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam OSS Berbasis Risiko, permohonan
untuk meminta akun dan kata sandi baru tidak selalu berhasil, termasuk
untuk akun yang sudah dibuat sejak OSS v.1.1. kemudian data seperti NIB
dan Izin Usaha akun OSS dalam V1.1 tidak langsung termigrasi ke OSS-
RBA ketika login berhasil. Migrasi data dari Kemenkumham ke akun OSS-
RBA tidak selalu berhasil untuk setiap akun, dan tidak tersedia fitur “force
sync” atau semacamnya.

8. Perizinan berusaha belum seluruhnya tersedia. Beberapa fitur untuk
melakukan permohonan memperoleh perizinan berusaha tidak seluruhnya
tersedia, sebagai contoh Tanda Daftar Perusahaan Secara Elektronik
(TDPSE) untuk Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan di bidang
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (KP3PMSE) dan penyelenggara
asing dan terkait Sertifikat Standar.

9. Belum terdapat fitur untuk melakukan pelaporan Laporan Kegiatan
Penanaman Modal (LKPM), fitur untuk melakukan penggantian kepala
Refraksionis Optisien (RO), dan fitur sehubungan dengan KP3PMSE.

10. Penggunaan Peta Polygon. Penggunaan Peta Polygon untuk pengajuan
lokasi usaha dirasa lebih sulit dibandingkan menggunakan peta koordinat
seperti yang OSS v.1.1. Apabila tidak memiliki sumber daya yang
mumpuni, pelaku usaha perlu menggunakan jasa pihak ketiga untuk dapat

membuat Peta Polygon.
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Dibalik banyaknya tantangan terdapat pula sejumlah peluang untuk perbaikan
pelayanan perizinan dan nonperizinan berusaha kepada publik. Peluang OSS-RBA
diantaranya:

1. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko sudah cukup memberikan kepastian hukum dan
komprehensif dalam mengatur OSS Berbasis Risiko.

2. Proses perizinan semakin sederhana, transparan, dan akuntabel.

3. Proses perizinan dapan dilakukan kapanpun dan dimanapun.

2.5. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan DPMPTSP Prov. Sultra adalah investor/pelaku

usaha Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)).

2.6. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan
kinerja DPMPTSP Prov. Sultra pada periode Renstra 2020-2024 perumusan
permasalahan perangkat daerah sangat diperlukan dalam pelaksanaan pemerintah untuk
memperbaiki kegagalan yang terjadi dimasa sebelumnya, serta untuk mempertahankan
bahkan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai sebelumnya.

Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan
DPMPTSP Prov. Sultra meliputi:

1. Kendala dalam pelayanan perizinan masih menghadapi berbagai hambatan,

terutama dalam hal sumber daya manusia dan teknologi. Banyak perizinan

yang belum bisa diproses secara cepat dan efisien karena:
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a. Kurangnya insentif bagi tim teknis PTSP, tim teknis dari berbagai
Perangkat Daerah (PD) yang seharusnya berkantor di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sering kali
enggan hadir secara langsung karena tidak mendapatkan insentif
tambahan. Padahal kehadiran mereka sangat krusial dalam mempercepat
proses verifikasi teknis dokumen perizinan. Tanpa kehadiran mereka,
proses perizinan menjadi lambat karena harus melalui koordinasi
terpisah antar instansi yang tidak efisien dan memakan waktu,

b. Regulasi yang berbelit, banyak regulasi yang tumpang tindih, tidak
sinkron antar tingkat pemerintah (pusat-daerah), atau terlalu teknis
sehingga menyulitkan pelaku usaha, terutama investor baru. Hal ini
membuat proses perizinan menjadi panjang dan penuh ketidakpastian,
yang berujung pada penundaan bahkan pembatalan investasi. Investor
membutuhkan kepastian hukum dan prosedur yang sederhana agar mau
menanamkan modal;

c. Efektivitas aplikasi perizinan, walaupun sudah diterapkan sistem
aplikasi seperti Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk
Publik (SiCANTIK Cloud) untuk mempercepat dan mempermudah
proses perizinan, dalam praktiknya masih ditemukan banyak kendala.
Masalah umum termasuk lambatnya akses karena jaringan internet yang
tidak stabil, khususnya di daerah pedesaan dan pesisir, serta kurangnya
sosialisasi kepada pengguna tentang cara penggunaan aplikasi tersebut
secara optimal. Hal ini menyebabkan proses digitalisasi belum mampu

menggantikan proses manual sepenuhnya.
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2. Belum optimalnya kualitas infrastruktur aplikasi Online Single
Submission (OSS);

3. Sebagian perizinan belum sesuai dengan kesesuaian pemanfaatan ruang;

4. Data yang tidak akurat, terdapat perbedaan data antara yang tertera pada
dokumen perizinan perusahaan dengan kondisi empiris yang dijumpai di
lapangan. Misalnya peruntukan lahan yang tidak sesuai dengan izin, titik
koordinat yang tidak sesuai, dan lain sebagainya;

5. Banyaknya proyek-proyek mangkrak yang tidak terpantau, dijumpai
sejumlah perusahaan yang hanya berinvestasi aset tetap seperti tanah dan
bangunan namun tidak melakukan kegiatan operasional. Hal ini tentu tidak
sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan menjadikan
sektor investasi sebagai pencipta lapangan pekerjaan;

6. Kesadaran investor/pelaku usaha PMA dan PMDN dalam menyampaikan
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perlu ditingkatkan lagi;

7. Akurasi Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) pegawai
perlu ditingkatkan;

8. Sistem dan implementasi OSS-RBA perlu dioptimalkan;

9. Sumber daya aparatur DPMPTSP Prov. Sultra masih perlu peningkatan
kapasitas sumber daya manusia antara lain bimbingan teknis tata cara
pencabutan izin penanaman modal, tata cara perizinan berbasis risiko, tata
cara pengawasan izin melalui Online Single Submission-Risk Based
Approach (OSS-RBA),

10. Tidak tersedia mobil operasional lapangan, lokasi perusahaan di Sultra
sebagian letaknya jauh dari pusat kota, medannya pun seringkali kurang

bersahabat, sehingga diperlukan kendaraan operasional lapangan untuk
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melakukan pemantauan dan pengawasan dalam rangka pengendalian
pelaksanaan penanaman modal;

11. Regulasi perizinan dan nonperizinan yang berubah-ubah dalam waktu yang
relatif singkat sehingga senantiasa dibutuhkan sinkronisasi;

12. Program dan kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap pemenuhan
indikator kinerja kunci dan indikator kinerja utama perlu diprioritaskan;

13. Akuisisi lahan, proses pembebasan lahan untuk investasi masih menemui
banyak kendala, baik karena tumpang tindih kepemilikan, sengketa lahan,
maupun harga lahan yang tinggi. Proses ini sering memakan waktu lama dan
berujung pada tertundanya pelaksanaan proyek investasi;

14. Ketimpangan gender dalam pelayanan publik terlihat ketika perempuan
lebih sering ditempatkan di front office sebagai penerima tamu, sementara
laki-laki mendominasi posisi strategis seperti perumus kebijakan dan
pengambil keputusan yang umumnya berada di back office. Pola ini
mencerminkan bias peran dan menghambat terciptanya pelayanan yang

inklusif dan setara.

2.7.  Isu Strategis

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran,
responsif, dan adaptif terhadap dinamika global, nasional, dan daerah, maka
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2025-2029
mengacu pada pendekatan perencanaan berbasis isu strategis.

Isu strategis merupakan permasalahan atau tantangan utama yang memiliki

dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah dan pencapaian
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visi-misi kepala daerah. Identifikasi isu strategis menjadi dasar dalam perumusan
tujuan, sasaran, program, dan kegiatan DPMPTSP selama 5 (lima) tahun ke depan.
Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, isu strategis yang dimuat
dalam dokumen ini wajib mencakup isu strategis global, nasional, dan regional.
A. Tsu Global
Isu strategis global merupakan hal-hal yang mempengaruhi kondisi secara
global yang perlu diperhatikan dan diprioritaskan karena berdampak bagi
pembangunan secara global. Beberapa isu strategis global yang dapat
mempengaruhi ekonomi dan investasi sebagaimana disampaikan pada Rencana
Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI Tahun 2025-2029,
meliputi:
a. Hilangnya daya tarik insentif akibat Global Minimum Tax (GMT);
b. Tren PMA Global yang cenderung turun;
c. Kompetisi menarik investasi semakin sengit akibat polikrisis global;
d. Dalam jangka panjang, iklim akan menjadi risiko utama bisnis global;
e. Pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi meningkatkan emisi karbon;

f.  Minimnya opsi pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT);

g. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan beragam yang
berpotensi menimbulkan disruptive innovation/technology.
B. Isu Nasional
Isu strategis nasional merupakan hal-hal yang mempengaruhi kondisi secara
nasional yang perlu diperhatikan dan diprioritaskan karena berdampak bagi
pembangunan nasional. Secara garis besar, beberapa isu nasional yang terjadi saat

ini, antara lain:
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1.

Rendahnya Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja yang masih rendah menimbulkan
tantangan bagi dunia investasi, sedangkan investor menuntut ketersediaan SDM
yang terampil. Dari isu tersebut DPMPTSP dapat berkontribusi dengan
menghadirkan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja produktif
sekaligus memfasilitasi sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah dalam

peningkatan kompetensi tenaga kerja.

. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Masih Rendah

Keterbatasan kualitas SDM menjadi sebuah kendala dalam menarik
investasi yang bernilai tambah tinggi. Melalui peran DPMPTSP diharapkan
mampu memfasilitasi investasi yang membawa alih teknologi serta program
peningkatan kapasitas bagi tenaga kerja lokal, sehingga investasi yang masuk

dapat memberikan dampak positif pada peningkatan daya saing SDM daerah.

. Kebutuhan Hidup yang Tinggi pada Usia Produktif

Banyaknya jumlah penduduk usia produktif menuntut tersedianya
lapangan kerja dan peluang usaha yang lebih besar yang mengharuskan setiap
daerah membuka lapangan kerja dan usaha baru. Dalam hal ini, DPMPTSP
berperan dalam memperluas peluang investasi di sektor-sektor prioritas,
sehingga mampu menampung angkatan kerja produktif sekaligus mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah.

Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas

Kepercayaan investor sangat dipengaruhi oleh tata kelola pemerintahan
yang bersih dan transparan. DPMPTSP berperan memastikan layanan perizinan
berjalan cepat, mudah, dan akuntabel melalui digitalisasi serta perbaikan

birokrasi, sehingga tercipta iklim investasi yang aman dan berdaya saing.
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C. Isu Strategis Regional Sulawesi Tenggara
Dari uraian permasalahan pokok pembangunan, isu strategis sesuai
lingkungan dinamis baik itu isu global, nasional dan regional, serta
mempertimbangkan potensi daerah yang dapat dikembangkan, dapat disimpulkan,
isu strategis daerah sebagai berikut:
1. Rendahnya Realisasi Investasi di Luar Sektor Pertambangan
Investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara hingga saat ini masih
didominasi oleh sektor pertambangan dan industri smelter. Sementara itu,
potensi besar di sektor lain seperti perikanan, pertanian, pariwisata, serta
industri pengolahan belum tergarap secara optimal. Ketimpangan ini
menyebabkan ketergantungan terhadap sektor tertentu yang sangat rentan
terhadap fluktuasi harga komoditas global. Untuk mengatasi hal tersebut, arah
kebijakan ke depan perlu difokuskan pada diversifikasi sektor investasi, dengan
mendorong pengembangan sektor-sektor unggulan seperti UMKM, perikanan
tangkap dan budidaya, serta agroindustri.
2. Keterbatasan Infrastruktur Penunjang Investasi
Keterbatasan infrastruktur dasar seperti listrik, air baku, pelabuhan, dan
kawasan industri masih menjadi tantangan utama dalam menarik investor ke
Sultra.  Ketidakseimbangan  ketersediaan  infrastruktur  antarwilayah
menyebabkan rendahnya daya saing daerah, khususnya untuk wilayah di luar
pusat pertumbuhan. Oleh karena itu, dibutuhkan sinkronisasi dan sinergi antara
investasi pemerintah dan swasta dalam pengembangan infrastruktur ekonomi
dan konektivitas wilayah secara merata.

3. Kelembagaan dan Kapasitas DPMPTSP Daerah Belum Optimal
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Kinerja pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) di daerah masih
menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia,
belum terintegrasinya sistem pelayanan secara digital, serta masih kuatnya
budaya birokrasi konvensional. Hal ini berdampak pada lambatnya proses
perizinan, minimnya transparansi, serta kurangnya kepastian hukum bagi
investor. Untuk itu, dibutuhkan transformasi digital yang menyeluruh dan
peningkatan kapasitas kelembagaan DPMPTSP, termasuk melalui pelatihan
SDM dan penguatan sistem OSS yang terpadu.

Tumpang Tindih Regulasi dan Ketidakpastian Hukum

Inkonsistensi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya
dalam hal pemanfaatan ruang, kehutanan, dan pertanahan, menjadi salah satu
faktor penghambat utama dalam realisasi investasi. Tumpang tindih regulasi
memperpanjang proses perizinan dan menurunkan kepercayaan investor. Arah
solusi yang perlu diambil adalah harmonisasi regulasi pusat dan daerah, serta
penyusunan peraturan daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang
sejalan dengan arah kebijakan investasi nasional.

Minimnya Promosi Investasi dan Data Potensi yang Terpadu

Profil potensi investasi daerah belum dipetakan secara komprehensif
dan belum terintegrasi dalam platform nasional, sehingga upaya promosi masih
lemah dan belum berbasis data. Penyusunan dokumen Investment Project Ready
to Offer (IPRO) dinilai penting namun memerlukan anggaran besar, sementara
anggaran DPMPTSP sangat terbatas. Sebagai alternatif, DPMPTSP dapat
berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis seperti Dinas Pariwisata, Dinas

ESDM, dan lainnya untuk menyusun IPRO sektor masing-masing, yang
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selanjutnya akan didukung oleh DPMPTSP dalam promosi digital dan
forum investasi.

6. Kurangnya Keterlibatan Masyarakat Lokal dan UMKM dalam Rantai Nilai
Investasi

Investasi berskala besar di Sultra belum memberikan efek pengganda
(multiplier effect) yang signifikan terhadap perekonomian lokal. Minimnya
keterlibatan masyarakat dan UMKM dalam rantai pasok investasi menyebabkan
terjadinya ketimpangan pendapatan dan potensi resistensi sosial terhadap
kehadiran investasi. Untuk itu, perlu didorong kemitraan antara investor dan
pelaku UMKM lokal, serta penguatan kapasitas tenaga kerja lokal melalui
pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

7. Kesiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri.

Kawasan industri di wilayah Konawe dan Bombana masih menghadapi
berbagai tantangan, seperti kesiapan lahan, infrastruktur dasar, dan
ketidaksesuaian tata ruang. Hambatan-hambatan ini mengganggu implementasi
rencana investasi berskala besar yang telah dirancang. Oleh karena itu, langkah
strategis yang perlu dilakukan adalah penataan ulang kawasan industri secara
menyeluruh dan penguatan fungsi KEK sebagai pusat hilirisasi ekonomi
berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing tinggi.

8. Minimnya Kerja Sama Antar Pelaku Usaha dalam Lingkup Nasional maupun
Internasional.

Sulawesi Tenggara kaya akan potensi ekonomi non-pertambangan
seperti sektor perikanan, agrikultura, peternakan, pariwisata, hingga industri
pengolahan pangan. Namun, kerja sama antar pelaku usaha masih terbatas.

Keterbatasan ini membuat rantai pasok, hilirisasi, dan akses pasar nasional
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maupun internasional belum optimal. Dengan memanfaatkan letak geografis
strategis dan komoditas unggulan yang beragam sebagai upaya penguatan kerja
sama usaha untuk meningkatkan investasi, memperluas pasar, serta
memperkuat diversifikasi ekonomi yang mendukung peningkatan PAD

(Pendapatan Asli Daerah).

. KLHS berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 yang

relevan dengan isu strategis sektor penanaman modal antara lain:

a. Transformasi ekonomi yang belum optimal, isu lingkungan dinamis pada
skala global yakni krisis lingkungan yang berdampak pada rendahnya
produktivitas tenaga kerja di Indonesia dalam arti meskipun sektor
pertambangan dan industri pengolahan tumbuh pesat, dampaknya terhadap
kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja yang belum optimal sehingga
inklusivitas pertumbuhan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah.

b. Infrastruktur yang belum memadai, keterbatasan infrastruktur yang belum
memadai menjadi faktor utama penghambat pemerataan pembangunan.
Pada tingkat regional, kondisi ini tampak dari kurangnya sarana prasarana
dasar dan belum meratanya konektivitas antardaerah, yang berdampak pada
kesenjangan akses ekonomi dan layanan publik. Akibatnya, di tingkat
daerah muncul ketimpangan antarkelompok dan antarwilayah yang perlu
segera diatasi.

c. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), isu ini masih menjadi
persoalan utama yang berimbas pada rendahnya produktivitas tenaga kerja
secara nasional. Di tingkat regional, kondisi ini terlihat dari belum
optimalnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja akibat ketidaksesuaian

keahlian dengan kebutuhan pasar kerja, serta terbatasnya dampak
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pertumbuhan sektor unggulan terhadap kesejahteraan. Oleh karena itu, isu
strategis daerah difokuskan pada peningkatan daya saing dan produktivitas
tenaga kerja di Sulawesi Tenggara.
10. Isu strategis berdasarkan kondisi eksternal DPMPTSP Prov. Sultra berdasarkan
strategi DPMPTSP Kab/Kota antara lain:

a. Integrasi Sistem Perizinan dan Layanan Digital, membangun dan
memperkuat OSS-RBA terintegrasi provinsi—kabupaten/kota dengan
standar pelayanan cepat, transparan, dan berbasis teknologi informasi.

b. Peningkatan Promosi dan Fasilitasi Investasi, melakukan promosi terpadu
potensi unggulan lintas kabupaten/kota (perikanan, pariwisata, pertanian,
industri) melalui forum bisnis, pameran, dan kerja sama regional-nasional-
internasional.

c. Penguatan Regulasi dan Kepastian Hukum Investasi, menyusun regulasi
daerah yang harmonis dengan nasional untuk memberikan kepastian
hukum, kemudahan berusaha, dan perlindungan investor.

d. Pengembangan SDM dan Kapasitas Layanan, meningkatkan kompetensi
aparatur perizinan melalui pelatihan terpadu dan knowledge sharing antar
kabupaten/kota.

e. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Investasi, menguatkan sistem
pengawasan realisasi investasi lintas wilayah untuk memastikan kontribusi
signifikan terhadap PDRB daerah dan keberlanjutan investasi.

f. Penguatan Koordinasi Multi-level, membangun koordinasi efektif antara
pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta antar-sektor guna

menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing.
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Isu-isu strategis di atas telah selaras dengan prioritas RKP Nasional 2025-2029
yang menekankan pada peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha,
penguatan kelembagaan PTSP, hilirasi SDA dan peningkatan nilai tambah, pemerataan
ekonomi daerah. Isu strategis tersebut didukung oleh konteks nasional: 83 Kegiatan
Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMD 2025-2029 yang disusun untuk mewujudkan visi
Indonesia emas 2045, juga didukung oleh Pemerintah Provinsi Sultra terhadap RPJMD
di bidang Penanaman Modal dan PTSP yang diturunkan dalam program strategis daerah
yang mendukung Penanaman Modal dan PTSP.

Isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan tujuan, sasaran,

dan program prioritas DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025-2029.

A  RENSTRA DPMPTSP 2025 2029 | 65



BAB Il
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
ARAH KEBIJAKAN

Visi adalah gambaran ideal dan jangka Panjang tentang arah atau tujuan akhir
yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau lembaga di masa depan. Visi memberikan
inspirasi dan motivasi untuk bergerak menuju cita-cita tersebut.

Visi Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka,
S.E., M.M. dan Wakil Gubernur Ir. Hugua M.Ling. (ASR-Hugua) Periode 2025-2030
adalah “Terwujudnya Sulawesi Tenggara Maju yang Aman, Sejahtera, dan Religius”.

Guna mencapai visi tersebut perlu dijabarkan dalam beberapa misi. Misi
merupakan langkah-langkah strategis atau cara-cara yang akan dilakukan untuk
mencapai visi. Misi juga menjelaskan paham, fungsi, dan tindakan konkret dari
organisasi. Misi ASR-Hugua yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat yang Terjamin Hak dan Perlindungan Sosialnya.

2. Menumbuhkan Perekonomian melalui Konektivitas dan Penguatan Potensi
Pertanian dalam arti Luas, Maritim serta Dunia Usaha.

3. Meningkatkan Birokrasi yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas yang
Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Budaya, Kearifan Lokal dan Religius.
Sebagaimana tercermin dalam visi organisasi, maka diperlukan misi strategis

sebagai langkah nyata untuk menggapai cita-cita tersebut. Visi kemudian berperan
sebagai panduan utama yang menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai 5 (lima)
tahun kedepan, sementara misi menjadi dasar bagi perumusan langkah-langkah

operasional yang mencerminkan komitmen dan peran strategis organisasi.

A  RENSTRA DPMPTSP 2025 2029 | 66



Untuk mengarahkan implementasi misi secara lebih terfokus, ditetapkan tujuan
yang menggambarkan hasil-hasil utama yang ingin diraih dalam jangka menengah.
Tujuan ini kemudian dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran yang lebih spesifik, terukur,
dan realistis agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dievaluasi secara efektif.

Dengan demikian, keterpaduan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran, menjadi
kerangka kerja logis yang menjamin arah kebijakan organisasi tetap selaras dan terukur
dalam upaya mencapai kinerja yang optimal. Hubungan antara sasaran RPJMD dengan
perumusan tujuan dan sasaran konsep Renstra PD dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1. Konsep Renstra PD
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{;\@“ %, d Potensi
Memperhatikan ‘h‘& f ‘0,,0, e
ARAH J Rangkaian kerja
yang merupakan
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Cascoding
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Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang
dianalisis berdasarkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan

menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan

arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
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Tujuan Renstra PD dirumuskan dengan mengacu pada misi RPJMD Prov.
Sultra dan melihat kesesuaian dengan program yang dapat memecahkan
permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Sasaran Renstra PD menerjemahkan tujuan yang disusun berdasarkan
gambaran umum wilayah, permasalahan pembangunan yang sedang terjadi, serta isu-
isu strategis yang sedang berlangsung baik itu isu global, isu nasional maupun isu
daerah, sekurang-kurangnya juga memuat tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi
Sulawesi Tenggara 2025-2029, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD,
serta mengindikasikan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan.

Sasaran Renstra PD 2025-2029 juga diterjemahkan kedalam sasaran secara
tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan
sasaran pembangunan Renstra PD. Secara skematik keterkaitan antara visi dan misi
RPJMD dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara
totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Provinsi Sulawesi Tenggara
2025 sampai dengan tahun 2029 dikelompokkan sebagai berikut:

Misi 1 Mewujudkan Masyarakat yang terjamin Hak dan Perlindungan Sosialnya.

Tujuan 1: Terwujudnya Pemenuhan Pelayanan.

Sasaran 1.1: Meningkatnya Pelayanan Pendidikan yang Merata dan Berkualitas.

Sasaran 1.2: Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau, Berkualitas

dan Merata.

Sasaran 1.3: Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial bagi Seluruh Lapisan

Masyarakat.
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Sasaran 1.4: Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi
Bencana.
Sasaran 1.5: Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Daerah
Sasaran 1.6: Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
Misi 2 Menumbuhkan Perekonomian Melalui Konektivitas dan Penguatan Potensi
Pertanian Dalam Arti Luas, Maritim serta Dunia Usaha.
Tujuan 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan
Daerah.
Sasaran 2.1: Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah.
Sasaran 2.2: Meningkatnya Konektivitas Wilayah dan Kualitas Infrastruktur
Daerah.
Sasaran 2.3: Meningkatnya Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
Sasaran 2.4: Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan.
Misi 3 Menguatkan Birokrasi Yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas yang
Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Budaya, Kearifan Lokal dan Religius.
Tujuan 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan.
Sasaran 3.1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Pengelolaan
Pemerintahan.
Keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra PD dapat dilihat pada

Gambar 3.2.

S < :NSTRA DPMPTSP 2025 - 2029 | 69



- ——— W W S G G A S A S G = S SR GD GR m o ew e Sm Em\Gm a= e e

RENSTRA

Outcomc_ Prograrn A

‘Sasaran 1

Outcome/ Ptog am B
CHERIRON B RIS

Quicome/ Proqv am C

NSPK (Tupoks

Berdasarkan tugas dan fungsinya, DPMPTSP Prov. Sultra mendukung
pencapaian misi ke-2 ASR-Hugua dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran yang
tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. DPMPTSP Prov. Sultra
melakukan penyelerasan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra PD,

sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2030

@

@ (©) 4 () (6) U] ®) © (10) (11

Meningkatkan
Pertumbuhan
Ekonomi
Berbasis
Potensi
Unggulan

Daerah

Terwujud- Persentase 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% Rata-rata persentase
nya iklim peningkatan kenaikan PMTB 2020-
investasi investasi / 2024=
yang Pembentukan 9,68+7,28+6,84+0,21 /4 =
kompetitif Modal Tetap 6,00%

Bruto (PMTB)

PMTBtahun berikutnya
=PMTBtahun sebelumnya

x(1+6,00%)
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Meningkatnya Persentase 20,18 20,18 20,18 20,18 20,18 20,18 Target 2025 adalah sebesar
iklim investasi peningkatan % % % % % % Rp13,28 Triliun. Baseline
PMA dan investasi PMA data disusun berdasarkan
PMDN dan PMDN hasil rakortekrenbang

bersama Kementerian
Investasi dan Hilirisasi /
BKPM, Kementerian
Dalam Negeri,
BAPPENAS, BAPPEDA,
dan DPMPTSP Prov.
Sultra pada bulan Maret

2025.

Tabel 3.1 menyajikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara
untuk periode 2025-2030 yang disusun mengacu pada sasaran RPJMD yang relevan.
Tujuan Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 adalah terwujudnya iklim
investasi yang kompetitif yang diukur menggunakan indikator persentase peningkatan
investasi/Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Sedangkan sasarannya yaitu
meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN yang diukur melalui indikator
persentase peningkatan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN).

Indikator PMTB digunakan untuk mengukur pertumbuhan investasi fisik di
wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Target peningkatan PMTB setiap tahunnya dari
2025 hingga 2030 adalah sebesar 6,00%. Angka ini diperoleh dari rata-rata

pertumbuhan PMTB pada periode 2020-2024 yang mencapai 6,00%, berdasarkan data
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pertumbuhan tahunan sebesar 9,68%, 7,28%, 6,84%, dan 0,21%. Dengan demikian,
proyeksi PMTB tahun-tahun berikutnya dihitung menggunakan rumus
PMTBqnun verikutnya = PMTBtanun sebetumnya X (1 + 6,00%).

Di sisi lain, peningkatan investasi PMA dan PMDN ditargetkan tumbuh sebesar
20,18% per tahun selama periode 2025-2030. Target awal tahun 2025 ditetapkan
sebesar Rpl13,28 triliun yang dihitung berdasarkan baseline hasil Rakortekbang
bersama kementerian terkait seperti Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian
Dalam Negeri, Bappenas, Bappeda, dan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara pada
bulan Maret 2025.

Penetapan target ini mencerminkan pendekatan berbasis data historis serta hasil
sinkronisasi pusat dan daerah, dengan harapan mampu mendorong peningkatan
realisasi investasi yang signifikan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Sasaran ini
diharapkan tidak hanya meningkatkan daya saing investasi daerah, tetapi juga
memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan
lapangan kerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, strategi merupakan langkah berisikan program-program sebagai
prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi
Tenggara telah merumuskan tujuan, sasaran, dan sasaran strategis yang ingin dicapai.

Sasaran strategis DPMPTSP Prov. Sultra itu tertuang dalam Rencana Kerja setiap
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tahunnya. Sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029
dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025-2029 adalah perencanaan program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Prov. Sultra.

Sasaran strategis DPMPTSP Sultra ini diwujudkan dan dibangun melalui proses
refleksi dan proyeksi yang disusun bersama dengan bercermin pada nilai-nilai luhur
yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder yang sejalan dengan visi misi RPJMD
Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, sasaran strategis ini bertumpu pada poin ke-2
misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu menumbuhkan perekonomian melalui
konektivitas dan penguatan potensi pertanian dalam arti luas, maritim, serta dunia
usaha.

Strategi pelaksanaan Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029

dijabarkan secara bertahap sebagaimana tersaji pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2. Penahapan Renstra PD

e . Penguatan .
Fasilitasi dan | Reformasi dan fu%l s Pengembangan | Kemitraan dan
promosi digitalisasi & sistem informasi | promosi sektor
. . pengawasan dan : .
investasi daerah layanan e investasi unggulan
fasilitasi

Penahapan strategi DPMPTSP Prov. Sultra 2026-2030 dilakukan secara
bertahap diawali dengan memfokuskan fasilitasi dan promosi investasi daerah pada
tahun 2026, kemudian dilanjutkan dengan reformasi dan digitalisasi layanan pada tahun
2027. Tahun 2028 diarahkan pada penguatan fungsi pengawasan dan fasilitasi,
sementara tahun 2029 menekankan pengembangan sistem informasi investasi.
Akhirnya, pada tahun 2030 strategi ditutup dengan penguatan kemitraan dan promosi
sektor unggulan sebagai bentuk konsolidasi untuk mewujudkan iklim investasi yang

kompetitif dan berkelanjutan.
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Arah kebijakan adalah panduan umum atau arahan tentang apa yang akan
dilakukan dan bagaimana cara mencapainya, untuk memastikan bahwa tujuan dan
sasaran strategis perangkat daerah bisa terlaksana dengan tepat. Arah kebijakan juga
menjadi rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan
permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah
yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-
2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan
tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam
rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD sebagaimana yang disajikan

pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra PD

@) ) 3) 4 O]
Meningkatnya Produktivitas .Te.rWI.lJ udnya. Me.mr.lgkatnyg Berdgsgrkan
. iklim investasi | iklim investasi Misi 2
1 Ekonomi Sektor Unggulan
Daerah yang PMA dan Sasaran 2.1.
kompetitif PMDN ASR-Hugua

Operasionalisasi NSPK Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029
didasarkan pada Misi 2 Sasaran 2.1. yang menekankan pembangunan ekonomi inklusif
yang berkelanjutan. Misi tersebut diturunkan menjadi arah kebijakan RPJMD yaitu
mewujudkan iklim investasi yang kompetitif. Selanjutnya, arah kebijakan Renstra PD
dibuat selaras dengan arah kebijakan RPJMD yang memfokuskan pada peningkatan

iklim investasi PMA dan PMDN. Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan ini
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dilakukan peningkatan promosi dan fasilitasi investasi guna mendorong tercapainya
target investasi.

Kemudian dari penjabaran strategis tersebut kemudian turun menjadi prioritas
pembangunan daerah memperhatikan isu-isu strategis, evaluasi capaian Pembangunan
sebelumnya, dan potensi daerah atau kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.
Prioritas pembangunan merupakan rumusan fokus utama pembangunan yang dipilih
untuk ditindaklanjuti terlebih dahulu dalam periode Renstra 2025-2029 karena dinilai
paling penting, mendesak, atau memberikan dampak besar terhadap pencapaian tujuan
dan sasaran Pembangunan daerah, sehingga prioritas pembangunan diselenggarakan

pemerintah daerah secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
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Cascading kinerja DPMPTSP Prov. Sultra yang menghubungkan tujuan dan sasaran RPJMD beserta indikator, program, kegiatan,

dan subkegiatan dengan Renstra PD disajikan oleh tabel berikut.

Tabel 3.4. Cascading Kinerja DPMPTSP Prov. Sultra

TUJUAN: Pertumbuhan Persentase
Meningkatkan ekonomi. tinakat TUJUAN: Peningkatan
Pertumbuhan enaan 'ura?l Persen Terwujudnya iklim Investasi / Persen
Ekonomi Berbasis {)erb%kag%’DRB or investasi yang Pembentukan
Potensi Unggulan Kapita ! P kompetitif Modal Tetap Bruto
Daerah P (PMTB)
Pertumbuhan PDRB
LU pertanian,
. kehutanan dan
ﬁ/l':ﬁﬁglg It\rl{ya perikanan, SASARAN: Persentase
Produktivitas pertambangan dan Persen Meningkatnya iklim | Peningkatan Persen

Ekonomi Sektor
Unggulan Daerah

penggalian, industri
pengolahan,
akomodasi dan
makan minum, dan
perdagangan

investasi PMA dan
PMDN

investasi PMA dan
PMDN

Perencanaan,
Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen

Tersusunnya Dokumen

Jumlah Dokumen

Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat Perencanaan Dokumen
Daerah Daerah Perangkat Daerah
Tersediaanya Dokumen ézu'? Al‘at\ 5253"&2?1
Koordinasi dan RKA-SKPD dan Laporan Laporan Hasil
Penyusunan Dokumen Hasil Koordinasi Ko%r dinasi Dokumen
RKA- SKPD _Pgr:zlslsjunan Dokumen RKA Penyusunan Dokumen
RKA - SKPD

A RENSTRA DPMPTSP 2025 - 2029 | 76



Tersediannya Dokumen

Jumlah Dokumen

Koordinasi dan DPA -SKPD dan Laporan E:Ao_rir}fﬁgsﬂan
Penyusunan DPA — Hasil Koordinasi Ko%r dinasi Dokumen
SKPD Penyusunan Dokumen K
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD
Jumlah Laporan
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Penvusunan Lanoran Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD dan
w nLap SKPD dan Laporan Hasil Laporan Hasil
Capaian Kinerja dan S ot Laporan
: g Koordinasi Penyusunan Koordinasi
Ikhtisar Realisasi Kinerja - S
SKPD Laporan_Capalan_Klr}erJa Penyysuna_n La_lporan
dan Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja dan
Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Data Statistik
Pelaksanaan Terlaksananya Sektoral_ DEETE Y
L Telah Dikumpulkan
Pengumpulan Data Pengumpulan Data Statistik O Data
Statistik Sektoral Daerah | Sektoral Daerah dqn Lipelien
Lingkup Perangkat
Daerah
Jumlah Berita Acara
Sinkronisasi dan Tercapainya Sinkronisasi Hasil Sinkronisasi dan
Harmonisasi Pusat dan dan Harmonisasi Pusat dan | Harmonisasi Pusat
Daerah dalam Rangka Daerah dalam Rangka dan Daerah dalam Berita
Mendukung Target Mendukung Target Rangka Mendukung Acara

Pembangunan Nasional
melalui Koordinasi
Teknis Pembangunan

Pembangunan Nasional
melalui Koordinasi Teknis
Pembangunan

Target Pembangunan
Nasional melalui
Koordinasi Teknis
Pembangunan
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Jumlah Subtansi
— . Terkoordinasikannya Koordinasi
@l PR €l Peningkatan Partisipasi Peningkatan
PETHSEES] 4 S e Mas a?rakat dalam P Partis? asi
dalam Penyelenggaraan Y P Substansi
. Penyelenggaraan Urusan Masyarakat dalam
Urusan Pemerintahan .
Daerah yang Diampu Pgmerlntahan Daerah yang Penyelenggara_an
Diampu Urusan Pemerintahan
Daerah yang Diampu
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tersedianya Gaji dan i) (D30 Q) Orang/Bu
Tunjangan ASN Tunjangan ASN B lan
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
. . .| Jumlah Orang yang Hasil Penyediaan
Eg?ﬁi'ﬁ;:nﬁdumg'igﬁ Menerima Gaji dan Administrasi Dokumen
9 Tunjangan ASN Pelaksanaan Tugas
ASN
Jumlah Laporan
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir
Koordinasi dan Keuangan Akhir Tahun Tahun SKPD dan
Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Laporan Hasil Laporan
Keuangan Akhir Tahun Koordinasi Penyusunan Koordinasi P
SKPD Laporan Keuangan Akhir Penyusunan Laporan
Tahun SKPD Keuangan Akhir
Tahun SKPD
. Jumlah Dokumen
Pengelolaan dan VEIESEY DI BahanTanggapan
: Bahan Tanggapan .
Penyiapan Bahan ik d indak Pemeriksaan dan Dokumen
Tanggapan Pemeriksaan Pem_en saan dan Ullnztd Tindak Lanjut
Lanjut Pemeriksaan :
Pemeriksaan
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Koordinasi dan
Penyusunan Laporan

Tersedianya Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran
SKPD dan Laporan

Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semestera
n SKPD dan Laporan

Keuangan Koordinasi Penvusunan Koordinasi Laporan
Bulanan/Triwulanan/Sem Y Penyusunan Laporan
esteran SKPD AP [NALEEENT Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semest .
eran SKPD Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD
Administrasi Barang
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan | Tersedianya Rencana Jumlah Rencana
Kebutuhan Barang Milik Kebutuhan Barang Milik Kebutuhan Barang Dokumen
Daerah SKPD Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah
Peningkatan Sarana dan Tersedianya Unit Jum_lah Chll
P . Peningkatan Sarana ;
Prasarana Disiplin Peningkatan Sarana dan Unit
. P .| dan Prasarana
Pegawai Prasarana Disiplin Pegawai L .
Disiplin Pegawai
Pengadaan Pakaian Dinas | Tersedianya Pakaian Dinas | Jumlah Paket Pakaian
Beserta Atribut Beserta Atribut Dinas Beserta Atribut Paket
Kelengkapannya Kelengkapan Kelengkapan
. Jumlah Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Terlaksan_anya Pend|d_|kan Berdasarkan Tugas
) dan Pelatihan Pegawai -
Pegawai Berdasarkan dan Fungsi yang Orang

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Tugas dan
Fungsi

Mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan
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Terlaksananya Sosialisasi A €10 O T
Sosialisasi Peraturan Mengikuti Sosialisasi
Peraturan Perundang- Orang
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-
Undangan
Undangan
s Jumlah Orang yang
Bimbingan Teknis Terla_ksananya Blmplngan Mengikuti Bimbingan
. Teknis Implementasi ! ;
Implementasi Peraturan Peraturan Perundand- Teknis Implementasi Orang
Perundang-Undangan Undanaan g Peraturan Perundang-
g Undangan
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen . ALl PEL G .
- Tersedianya Komponen Komponen Instalasi
Instalasi S -
S Instalasi Listrik/Penerangan | Listrik/Penerangan Paket
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor
Bangunan Kantor A
yang Disediakan
Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan dan | Tersedianya Peralatan dan Peralatan dan Paket
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan Tersedianya Peralatan Peralatan Rumah
Paket
Rumah Tangga Rumah Tangga Tangga yang
Disediakan
Penyediaan Bahan Tersedianya Bahan Logistik f_%milgt?kp}igittgah:: Paket
Logistik Kantor Kantor ogist yang
Disediakan
Jumlah Paket Barang
Penyediaan Barang Tersedianya Barang Cetakan dan Paket
Cetakan dan Penggandaan | Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang
Disediakan
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Jumlah Dokumen
Penyediaan Bahan Bacaan | Tersedianya Bahan Bacaan | Bahan Bacaan dan
dan Peraturan Perundang- | dan Peraturan Perundang- Peraturan Perundang- | Dokumen
Undangan Undangan Undangan yang
Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Terlaksananya Fasilitasi f:um:?h I__a;?orz_an L
Tamu Kunjungan Tamu Ta5| itasi Kunjungan aporan
amu
Penyelenggaraan Rapat Terlaksananya Jumlah Laporan
oraliEnT CE Penyel.enggaraan Rapat _ Penyelenggafaan_ Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koqrdma5| dan
SKPD Konsultasi SKPD
Jumlah Dokumen
Dukungan Pelaksanaan Terlaksananya Dukungan Dukungan
Sistem Pemerintahan Pelaksanaan Sistem Pelaksanaan Sistem Dokumen
Berbasis Elektronik pada | Pemerintahan Berbasis Pemerintahan
SKPD Elektronik pada SKPD Berbasis Elektronik
pada SKPD
Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Jumlah Unit
Pengadaan Kendaraan Tersedianya Kendaraan Kendaraan Dinas
Dinas Operasional atau Dinas Operasional atau Operasional atau Unit
Lapangan Lapangan Lapangan yang
Disediakan
Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah_Pak_et Mebel Paket
yang Disediakan
Pengadaan Peralatan dan | Tersedianya Peralatan dan éum'&h Unl'_t ?eralatan .
Mesin Lainnya Mesin Lainnya aniviesin L-ainnya Lt
yang Disediakan
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Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung

Tersedianya Sarana dan
Prasarana Pendukung

Jumlah Unit Sarana
dan Prasarana
Pendukung Gedung

Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan ot
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Lainnya yang
Disediakan
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
. - Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Surat Terlaksananya Penyediaan Penyediaan Jasa Surat | Laporan
Menyurat Jasa Surat Menyurat M
enyurat
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber Laporan
Daya Air dan Listrik Air dan Listrik Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Pelayanan PTG 1252
Pelayanan Umum Laporan
Pelayanan Umum Kantor | Umum Kantor
Kantor yang
Disediakan
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Tersedianva Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Pemelihar)ellan Biaya Dinas Operasional
Pemeliharaan, Pajak dan Pemeliharaan, Pajak dan atau Lapangan yang Unit

Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Dipelihara dan
Dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
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Pemeliharaan Peralatan

Terlaksananya

Jumlah Peralatan dan

TUJUAN:
Meningkatkan
Pertumbuhan
Ekonomi Berbasis
Potensi Unggulan
Daerah

Pertumbuhan
ekonomi, tingkat
pengangguran
terbuka, PDRB per
kapita

Persen

TUJUAN:Terwujud
nya iklim investasi
yang kompetitif

Persentase
Peningkatan
Investasi /
Pembentukan
Modal Tetap Bruto
(PMTB)

Persen

dan Mesin Lainnva Pemeliharaan Peralatan dan | Mesin Lainnya yang Unit
Y Mesin Lainnya Dipelihara
Jumlah Gedung
. ... . | Terlaksananya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Ka_ntor dan Bangunan )
Gedung Kantor dan Gedung Kantor dan Lainnya yang Unit
Bangunan Lainnya B g - Dipelihara/Direhabilit
angunan Lainnya asi
) | Terlaksananya Jumlah Sarana dan
Sorana dan Prasarana | PemelinaraanRenabitiasi | SEREIENE,
Sarana dan Prasarana - Unit
Gedung Kantor atau Lainnya yang
Bangunan Lainnya Gl Kantpr AED Dipelihara/Direhabilit
Bangunan Lainnya asi
Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi | Terlaksananya Prasarana Pendukung
Sarana dan Prasarana Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau
Pendukung Gedung Sarana dan Prasarana Bangunan Lainnya Unit

Kantor atau Bangunan
Lainnya

Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

yang
Dipelihara/Direhabilit
asi
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SASARAN:
Meningkatnya
Produktivitas
Ekonomi Sektor
Unggulan Daerah

Pertumbuhan PDRB
LU pertanian,
kehutanan dan
perikanan,
pertambangan dan
penggalian, industri
pengolahan,
akomodasi dan
makan minum, dan
perdagangan

Persen

SASARAN:
Meningkatnya iklim
investasi PMA dan
PMDN

Persentase
Peningkatan
investasi PMA dan
PMDN

Persen

Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif dibidang
Penanaman Modal yang
menjadi Kewenangan
daerah provinsi

Penetapan Kebijakan
Daerah dalam Pemberian

Ditetapkannya Kebijakan
Daerah dalam Pemberian

Jumlah Peraturan
Daerah/Provinsi
Dalam Pemberian

Fasilitas/Insentif dan Fasilitas/Insentif dan Fasilitas/Insentif dan Dokumen
Kemudahan Penanam Kemudahan Penanaman
Modal Modal NG Py
Penanaman Modal
Jumlah Kesepakatan
Fasilitasi Kemitraan van Terlaksananya Kemitraan Kemitraan antara
dilakukan oleh Y9 | antara Usaha Besar Usaha Besar Dokumen
Pemerintah Provinsi (PMA/PMDN) dengan (PMA/PMDN)
UMKM di daerah dengan UMKM di
daerah
Rekomendasi Kebijakan Ditetapkannya Jum!{ah !
. . Kebijakan Sektor
Sektor Usaha yang Rekomendasi Kebijakan Usaha yang
Regulasinya Sektor Usaha yang Regulasinya Dokumen

Diharmonisasi Terkait
Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko

Regulasinya Diharmonisasi
Terkait Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko

Diharmonisasi Terkait
Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko

Pembuatan Peta Potensi
Investasi Provinsi
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Penyusunan Rencana

Tersusunnya Peraturan
Daerah (Perda) Rencana

Jumlah Peraturan
Daerah (Perda)

TUJUAN: Persentase
; Pertumbuhan ’
LTI E ekonomi, tingkat TUJUAN:Terwujud Penmgkgtan
Pertumbuhan S . Investasi /
. . pengangguran Persen nya iklim investasi Persen
Ekonomi Berbasis e Pembentukan
- terbuka, PDRB per yang kompetitif
Potensi Unggulan Kapita Modal Tetap Bruto
Daerah P (PMTB)
Pertumbuhan PDRB
LU pertanian,
. kehutanan dan
i’,ﬁ‘:’ﬁg@ ’t\:{ya perikanan, SASARAN: Persentase
Produktivitas pertambangan dan Persen Meningkatnya iklim | Peningkatan Persen

Ekonomi Sektor
Unggulan Daerah

penggalian, industri
pengolahan,
akomodasi dan
makan minum, dan
perdagangan

investasi PMA dan
PMDN

investasi PMA dan
PMDN

Umum Penanaman Modal Umum Penanaman Modal RencanaUmumPenan | Dokumen
Daerah Provinsi L amanModal Daerah
Daerah Provinsi L
Provinsi
I_:’emutalfhlran data potensi Tersedianya data potensi Jumlah_ daerah yang
investasi daerah pada . ; telah dilaksanakan
investasi daerah yang Daerah

Sistem PIR (Potensi
Investasi Regional)

Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan
Daerah Provinsi

termutakhirkan

pemutakhiran data
potensi investasi

Pelaksanaan Kegiatan
Promosi Penanaman
Modal Kewenangan
Provinsi

Terlaksananya Kegiatan
Promosi Penanaman Modal
Provinsi

Jumlah Dokumen
Hasil Kegiatan
Promosi Penanaman
Modal Provinsi

Dokumen
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TUJUAN: Pertumbuhan Persentase
Meningkatkan L . . Peningkatan
ekonomi, tingkat TUJUAN:Terwujud .
Pertumbuhan S . Investasi /
. . pengangguran Persen nya iklim investasi Persen
Ekonomi Berbasis s Pembentukan
- terbuka, PDRB per yang kompetitif
Potensi Unggulan Kapita Modal Tetap Bruto
Daerah P (PMTB)
Pertumbuhan PDRB
LU pertanian,
. kehutanan dan
i’,ﬁ‘:’ﬁg@ ’t\:{ya perikanan, SASARAN: Persentase
Produktivitas pertambangan dan Persen Meningkatnya iklim | Peningkatan Persen

Ekonomi Sektor
Unggulan Daerah

penggalian, industri
pengolahan,
akomodasi dan
makan minum, dan
perdagangan

investasi PMA dan
PMDN

investasi PMA dan
PMDN

Penyusunan Strategi
Promosi Penanaman
Modal Kewenangan
Provinsi

Penanaman Modal yang
Menurut Ketentuan
Peraturan Perundangan-
Undangan Menjadi
Kewenangan Daerah
Provinsi

Tersusunnya Strategi
Promosi Penanaman Modal
Kewenangan Provinsi

JumlahDokumen
Strategi Promosi
Penanaman Modal

Kewenangan Provinsi

Dokumen

Penyediaan dan
Pengelolaan Layanan
Konsultasi Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko

Tersedianya dan
Terkelolanya Layanan
Konsultasi terhadap
Perizinan Berusaha melalui
Sistem Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Terintegrasi
secara Elektronik

Jumlah Pelaku Usaha
yang Memperoleh
Layanan Konsultasi
Perizinan Berusaha
melalui Sistem
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
Terintegrasi secara
Elektronik

Pelaku
Usaha
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Penyediaan Pelayanan
Perizinan Berusaha
melalui Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
Terintegrasi secara
Elektronik

Tersedianya Pelayanan
Perizinan Berusaha melalui
Sistem Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Terintegrasi
secara Elektronik

Tersedianya
Pelayanan Perizinan
Berusaha melalui
Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi
secara Elektronik

Pelaku
Usaha

TUJUAN:
Meningkatkan
Pertumbuhan
Ekonomi Berbasis
Potensi Unggulan
Daerah

Pertumbuhan
ekonomi, tingkat
pengangguran
terbuka, PDRB per
kapita

Persen

TUJUAN:Terwujud
nya iklim investasi
yang kompetitif

Persentase
Peningkatan
Investasi /
Pembentukan
Modal Tetap Bruto
(PMTB)

Persen

Pemantauan, Analisis,
Evaluasi, dan Pelaporan
di Bidang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko

Terlaksananya Pemantauan,
Analisis, Evaluasi, dan
Pelaporan di Bidang
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Lintas
Daerah Kabupaten/Kota
bagi Kegiatan Usaha dari
Pelaku Usaha

Evaluasi, dan
Pelaporan di Bidang
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota bagi
Kegiatan Usaha dari
Pelaku Usaha

Kegiatan
Usaha
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SASARAN:
Meningkatnya
Produktivitas
Ekonomi Sektor
Unggulan Daerah

Pertumbuhan PDRB
LU pertanian,
kehutanan dan
perikanan,
pertambangan dan
penggalian, industri
pengolahan,
akomodasi dan
makan minum, dan
perdagangan

Persen

SASARAN:
Meningkatnya iklim
investasi PMA dan
PMDN

Persentase
Peningkatan
investasi PMA dan
PMDN

Persen

Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan
Daerah Provinsi

Terlaksananya Analisa dan
Verifikasi Data, Profil dan
Informasi Kegiatan Usaha
dari Pelaku Inspeksi

Jumlah Kegiatan
Usaha dari Pelaku
Usaha yang Telah
Dianalisa dan
Diverifikasi Data,
Profil dan Informasi

Pengawasan Penanaman Lapangan terhadap Kegiatan Usaha dari Kegiatan
Modal Kegiatan serta Evaluasi Pelaku Dilakukan Usaha
Penilaian Kepatuhan Inspeksi Lapangan ;
Pelaksanaan Perizinan serta Dilakukan
Berusaha Para Pelaku Evaluasi Penilaian
Usaha Kepatuhan
Pelaksanaan Perizinan
Berusaha
Penyelesaian Terlaksananya Penyelesaian Ii%ﬂig;;ﬂgﬁlgﬁlan
Permasalahan dan Permasalahan dan Hambatan van
Hambatan yang dihadapi Hambatanyang dihadapi dihadapi Péllak% Kegiatan
Pelaku Usaha dalam Pelaku Usaha dalam Usaha

merealisasikan Kegiatan
Usahanya

merealisasikan Kegiatan
Usahanya

Usaha dalam
merealisasikan
Kegiatan Usahanya
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TUJUAN: Pertumbuhan Persentase
LTI E ekonomi, tingkat TUJUAN:Terwujud Penlngkgtan
Pertumbuhan i . Investasi /
; . pengangguran Persen nya iklim investasi Persen
Ekonomi Berbasis . Pembentukan
- terbuka, PDRB per yang kompetitif
Potensi Unggulan Kapita Modal Tetap Bruto
Daerah P (PMTB)
Pertumbuhan PDRB
LU pertanian,
. kehutanan dan
iﬂéﬁﬁ;ﬁ; ’t\:{ya perikanan, SASARAN: Persentase
Produktivitas pertambangan dan Persen Meningkatnya iklim | Peningkatan Persen

Ekonomi Sektor
Unggulan Daerah

penggalian, industri
pengolahan,
akomodasi dan
makan minum, dan
perdagangan

investasi PMA dan
PMDN

investasi PMA dan
PMDN

Bimbingan Teknis kepada
Pelaku Usaha

Urusan Pengelolaan Data
dan Informasi Perizinan
dan Non Perizinan
PenanamanModal yang
Terintegrasi pada Tingkat
Daerah Provinsi

Terlaksananya Bimbingan

Teknis/ Sosialisasi
Implementasi Perizinan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan
Pengawasan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko

Jumlah Pelaku Usaha
yang Mengikuti
Bimbingan Teknis/
Sosialisasi
Implementasi
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan
Pengawasan Perizinan
Berusaha Berbasis
Risiko

Pelaku
Usaha
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Pengolahan, Penyajian
dan Pemanfaatan Data
dan Informasi Perizinan

Tersedianya Data dan
Informasi Perizinan
Berbasis Sistem Pelayanan

Jumlah Data dan
Informasi Perizinan
Berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan

Berbasis Sistem Perizinan Berusaha Berusaha Terintearasi Dokumen
Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara €9
. . - . secara Elektronik
Berusaha Terintegrasi Elektronik yang Diolah, iolah. Dikaii
secara Elektronik Dikaji dan Dimanfaatkan yang E.)'O i Dl
dan Dimanfaatkan
Pembinaan dan
Pendampingan
Optimalisasi Pengelolaan
Data dan Informasi
Penanaman Modal
melalui Sistem
Pengolahan dan Penyajian
Data dan Informasi
Penanaman Modal di
Wilayah Provinsi
Pembinaan dan Jumlah Pembinaan
. Tersedianya Pembinaan dan | dan Pendampingan
Pendampingan . PR S
S Pendampingan Optimalisasi | Optimalisasi
Optimalisasi Pengelolaan
: Pengelolaan Data dan Pengelolaan Data dan
Data dan Informasi - -
Penanaman Modal Informasi Penanaman Informasi Penanaman
Modal melalui Sistem Modal melalui Sistem | Helpdesk

melalui Sistem
Pengolahan dan Penyajian
Data dan Informasi
Penanaman Modal di
Wilayah Provinsi

Pengolahan dan Penyajian
Data dan Informasi
Penanaman Modal di
Wilayah Provinsi

Pengolahan dan
Penyajian Data dan
Informasi Penanaman
Modal di Wilayah
Provinsi
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BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan,
sasaran, outcome, dan output rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029. Tujuan Renstra
2025-2029 yaitu “Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif’, kemudian
menciptakan sasaran Renstra 2025-2029 yaitu “Meningkatnya iklim investasi PMA dan
PMDN”, yang selanjutnya diturunkan dalam outcome berupa terkendalinya
pelaksanaan penanaman modal di lingkungan DPMPTSP Prov. Sultra.

Program dalam Permendagri 86 Tahun 2017 adalah upaya sistematis yang
terdiri dari satu atau beberapa kegiatan untuk mencapai hasil tertentu yang telah
direncanakan. Program merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan
daerah dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran serta pelaksanaan
kegiatan tahunan oleh perangkat daerah. Dengan adanya program, perencanaan
pembangunan menjadi lebih fokus, terarah, dan mudah dievaluasi.

Kegiatan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 adalah langkah nyata yang
dilakukan untuk menghasilkan keluaran tertentu sebagai bagian dari pelaksanaan
program. Setiap kegiatan memiliki tujuan, target, dan anggaran yang mendukung
pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kegiatan disusun oleh perangkat daerah dan
dijabarkan lebih lanjut ke dalam sub kegiatan untuk pelaksanaan yang lebih

operasional.
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Kepmendagri 900/2024 menetapkan sub kegiatan sebagai elemen paling rendah
dalam perencanaan pembangunan daerah yang dilengkapi metadata seperti kinerja,
indikator, dan satuan untuk memastikan capaian dapat diukur dan dievaluasi, tetapi sub
kegiatan lama tetap digunakan meskipun metadata tidak lengkap bila terjadi
penyesuaian peraturan.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak/ dari kegiatan/program/sasaran
sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator kinerja adalah
tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program
atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (outpuft), hasil (outcome), dampak
(impact).

Renstra 2025-2029 yang telah direncanakan oleh DPMPTSP Prov. Sultra
memiliki 6 Program, 18 Kegiatan, dan 57 Sub Kegiatan. Program tersebut mengacu
pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900 Tahun 2024
Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata
cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi daerah, tata cara evaluasi rancangan
peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata
cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan
jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari
serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat
terwujud. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada

penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya
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keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (impact) adalah
pengaruh yang ditimbulkan oleh tindakan, program, kebijakan, atau kejadian tertentu,
baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Rencana Program Kerja DPMPTSP Prov. Sultra meliputi 6 Program sebagai berikut:

Tabel 4.1. Rencana Program Kerja DPMPTSP Prov. Sultra

' Terpenuhinya penunjang | Cakupan Pelayanan
Program Penunjang

) pelayanan urusan Penunjang Urusan
Urusan Pemerintahan ) i
o pemerintahan daerah Pemerintahan Daerah
Daerah Provinsi o o
provinsi Provinsi
Pengembangan Iklim Meningkatnya Realisasi Total Terhadap
Penanaman Modal Kemudahan Berinvestasi | Target Investasi

) Meningkatnya Jangkauan | Persentase Peningkatan
Promosi Penanaman

Promosi Penanaman Investor yang
Modal
Modal Berinvestasi
. o Persentase Pelaku Usaha
Pelayanan Penanaman Meningkatnya Perizinan
yang Memperoleh Izin
Modal Berusaha Berbasis Risiko

Sesuai Ketentuan

Persentase Penyelesaian

_ Terkendalinya Permasalahan dan
Pengendalian Pelaksanaan
Pelaksanaan Penanaman | Hambatan yang Dihadapi
Penanaman Modal

Modal Pelaku Usaha Dalam
Membuka Usaha

Meningkatnya

Pengelolaan Data dan Persentase Pemanfaatan
Pemanfaatan dan

Sistem Informasi ‘ Data dan Informasi
Informasi Penanaman

Penanaman Modal Penanaman Modal
Modal

Rencana program kerja DPMPTSP Prov. Sultra meliputi 15 kegiatan sebagai berikut:
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
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Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

o N b

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang

Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

10. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

11. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan
Daerah Provinsi

12. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

13. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan
Daerah Provinsi

14. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan
Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

15. Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi

Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan

Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi

Program dan kegiatan tersebut diimplementasikan menjadi 54 sub kegiatan mencakup:
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA — SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

b

Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

6. Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung
Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan

7. Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah yang Diampu

8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

9. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.

36.

37.

38.

39.

. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/

Semesteran SKPD

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya

I RENSTRA DPMPTSP 2025 - 2029 |95



40. Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanam Modal

41. Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi

42. Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

43. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi

44. Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi
Regional)

45. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

46. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

47. Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko

48. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

49. Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di BidangPerizinan Berusaha
Berbasis Risiko

50. Pengawasan Penanaman Modal

51. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam
merealisasikan Kegiatan Usahanya

52. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

53. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

54. Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi
Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan

Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi
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Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga
kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030 sehingga perlu dimasukkan kedalam perencanaan daftar
program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan PD DPMPTSP Prov. Sultra seperti yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4.2. Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029

Cakupan
Terpenuhinya Pelayanan SEKR
EfS::r{a;egmpeer'iﬁi’:Q:;‘ Biﬂ;’;‘f"g 76,32% 81,58% g.gﬁ.le 8421% | 21.499.5 | 92,11% | 22.477.5 | 94,74% | 22.677.5 | 97.37% | 23.055.5 | 100,00% | 23.255.5 IEST/PAF'?
daerah provinsi AT S - 32.632 32.632 32.632 32.632 32.632 TK
Daerah Provinsi
Perencanaan,
Ef/g?j:ggé'{g:r'jga” 383'244' 2.688.53 2.815.24 2.573.99 2.350.87 2.139.36
Perangkat Daerah 5.227 9.161 2.902 6.826 9.731
Jumlah
Tersedianya dokumen E;iﬂg;lan
perencanaan, Pen PERE
ganggaran 11 17 158.244. | 19 19 19 19 19
penganggaran, dan : 2.688.53 2.815.24 2.573.99 2.350.87 2.139.36 | NCA
evaluasi kinerja dKa:rr':eEr};aluaSI Dokumen Dokumen | 900 Dokumen 5997 Dokumen 9.161 Dokumen 2902 Dokumen 6.826 Dokumen 9731 NA
perangkat daerah. PeranJg Kat
Daerah




Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah
Dokumen

Perencanaan
Perangkat
Daerah

2 Dokumen

5
Dokumen

132.059.
900

Dokumen

512.052.

171

Dokumen

530.154.

176

Dokumen

495.688.
992

Dokumen

463.815.

265

Dokumen

433.599.

960

PERE
NCA
NA

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

Jumlah
Dokumen RKA-
SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD

2 Dokumen

3
Dokumen

11.300.0
00

Dokumen

367.709.

926

Dokumen

385.811.

916

Dokumen

351.346.
746

Dokumen

319.473.

020

Dokumen

289.257.

720

PERE
NCA
NA

Koordinasi dan
Penyusunan DPA-
SKPD

Jumlah
Dokumen DPA-
SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen DPA-
SKPD

2 Dokumen

3
Dokumen

Dokumen

358.279.

926

Dokumen

376.381.

916

Dokumen

341.916.
735

Dokumen

310.043.

009

Dokumen

279.827.

720

PERE
NCA
NA

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
dan Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD

5 Laporan

6 Laporan

14.885.0
00

5 Laporan

356.653.

426

5 Laporan

374.755.

405

5 Laporan

340.290.
224

5 Laporan

308.416.

505

5 Laporan

278.201.

204

PERE
NCA
NA




Jumlah Data

Statistik

Sektoral Daerah
Statistik Sektoral leun_1pu|_kan 3 Data 343.279. | 3 Data 361.381. | 3 Data 326.916. | 3 Data 295.043. | 3 Data 264.827. | NCA

dan Diperiksa 926 916 735 009 709 NA
Daerah -

Lingkup

Perangkat

Daerah

Jumlah Berita

Acara Hasil

Sinkronisasi dan

Harmonisasi
Sinkronisasi dan Pusat dan
Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam
Daerah dalam Rangka Rangka . . . . . PERE
Mendukung Target Mendukung j\faizta 360.279. }\?a‘;f;ta 378.381. L?a‘;;‘ta 343.916, }\?a‘;“a 312,043, L?a‘;;‘ta 281.827. | NCA
Pembangunan Nasional | Target 926 916 735 009 709 NA
melalui Koordinasi Pembangunan
Teknis Pembangunan Nasional

melalui

Koordinasi

Teknis

Pembangunan

Jumlah Subtansi

Koordinasi

Peningkatan
Koordinasi Peningkatan | Partisipasi
Partisipasi Masyarakat Masyarakat | | | | | PERE
dalam Penyelenggaraan | dalam Substansi 390.279. Substansi 408.381. Substansi 373.916. Substansi 342.043. Substansi 311.827. | NCA
Urusan Pemerintah Penyelenggaraa 926 916 735 009 709 NA
Daerah yang Diampu n Urusan

Pemerintahan

Daerah yang

Diampu




Administrasi

Keuangan Perangkat 8.105.59 11.486.2 12.536.1 13.473.4 14.528.6 15.708.7
7.182 67.241 15.874 39.889 48.199 60.535
Daerah
Jumlah KEU
Ve £ 2T zgrlﬁwuirr?ii?rasi 38 37 8.105.59 | 38 38 38 38 38 QE/GB
administrasi keuangan Keuangan Dokumen Dokumen | 7.182 Dokumen 11.486.2 Dokumen 12.536.1 Dokumen 13.473.4 Dokumen 14.528.6 Dokumen 15.708.7 END
perangkat daerah P 67.241 15.874 39.889 48.199 60.535
erangkat AHA
Daerah RA
KEU
. . Jumlah Orang ANG
'T’Eﬁlsr?glj?;n Gl dan yang b glrang/Bula ;li)lring/Bul Il (ljlr;ng/Bul SLUIE é)lrzling/BuI LIS é)lrgng/Bul Lol 1O(Emg/Bul Al é)orfmg/Bul L3107 | AN
ASN Gajl_ dan n an 9.182 an 6.726 an 47.399 an 32.138 an 35.352 an 08.888 END
Tunjangan ASN AHA
RA
Jumlah KEU
Penyediaan Dokumen Hasil ANG
Administrasi Penyediaan 12 12 179.280. | 12 12 12 12 12 AN/B
Pelaksanaan Tugas Administrasi Dokumen Dokumen | 000 Dokumen 322'126' Dokumen ;ig.zz& Dokumen 322'763' Dokumen 43;4312,889, Dokumen 3;2'674' END
ASN Pelaksanaan AHA
Tugas ASN RA
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD KEU
Koordinasi dan dan Laporan ANG
el Lol esil) 1Laporan | 1 Laporan | 297890 | 1 Lagoran | 311.754. | 1 Laporan | 329.856. | 1 Laporan | 295.391. | 1 Laporan | 263.517. | 1 Laporan | 233.302. | AN/B
Keuangan Akhir Tahun | Koordinasi 00 256 246 065 339 039 END
SKPD Penyusunan AHA
Laporan RA
Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Jumlah KEU
Pengelolaan dan g;)rl](;:nen 1 1 1 1 | QH/%
'T'g%g;;:n%ae?sgriksaan Tanggapan & PRLAERD | = i Dokumen 3%449' Dokumen 822'551' Dokumen §22.086. Dokumen 833'213' Dokumen %)3997' END
Pemeriksaan AHA
dan Tindak RA




Lanjut
Pemeriksaan
Jumlah Laporan
Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/Sem KEU
Koordinasi dan esteran SKPD ANG
Penyusunan Laporan dan Laporan
Keuangan Bulanan/ Koordinasi 12 Laporan ii oran (1)3'738'0 Il_i oran 320.530. Il_i oran 338.632. Il_i oran 304.166. Il_i oran 272.293. Il_i oran 242.077. é‘:\\:l/)B
Triwulanan/Semesteran | Penyusunan p P 056 P 046 p 865 P 139 P 839 AHA
SKPD Laporan
RA
Keuangan
Bulanan/Triwul
anan/Semestera
n SKPD
ISR Bl el 3.219.70 3.541.67 3.895.83 4.285.42 4.713.96 5.185.35
Milik Daerah pada 0 0 7 1 3 9
Perangkat Daerah
Jumlah PERE
. Dokumen NCA
Tersedianya dokumen Administrasi NA/P
administrasi barang o 1 3.219.70 | 1 3.541.67 | 1 3.895.83 | 1 428542 | 1 4.713.96 | 1 5.185.35
L Barang Milik 1 Dokumen ENG
milik daerah pada Dokumen | O Dokumen | 0 Dokumen | 7 Dokumen | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 9
erangkat daerah DEEEN R URUS
P Perangkat BAR
Daerah ANG
PERE
Penyusunan Jumlah Rencana “gﬁ,
Perencanaan Kebutuhan | Kebutuhan 1 Dokumen 1 3.219.70 | 1 354167 | 1 3.895.83 | 1 428542 | 1 471396 | 1 5.185.35 ENG
Barang Milik Daerah Barang Milik Dokumen | O Dokumen | 0 Dokumen | 7 Dokumen | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 9
URUS
SKPD Daerah SKPD
BAR
ANG
Administrasi 5.000.30
Kepegawaian 0' ’ 2.136.09 1.765.96 1.587.57 1.491.95 1.401.30
Perangkat Daerah 9.080 7.780 2.237 1.059 5.159




KASU
Jumlah BAG
. Dokumen uMu
Tersedianya kebutuhan - .
kepegawaian perangkat | ~dministrasi -\ 14 L SHWEEY | 7 2.136.09 | > 176596 | 7 1.587.57 | 1.491.95 | 2 1.401.30 | M&
Kepegawaian Dokumen Dokumen | 0 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen KEPE
daerah 9.080 7.780 2.237 1.059 5.159
Perangkat GAW
Daerah AIAN
/PPTK
Jumlah Unit oo
. Peningkatan EaC
Peningkatan Sarana dan Sarana dan UMuU
Prasarana Disiplin Prasarana - - - 3 Unit 499.437. | ) ) ) M &
Pegawai Disiolin 270 KEPE
Pei :Wai (el
9 AIAN
KASU
BAG
. Jumlah Paket uMu
Pengadaan Pakaian Pakaian Dinas M &
Dinas Beserta Atribut ; 4 Paket - - 2 Paket 633.037. | 2 Paket 651.139. | 2 Paket 616.674. | 2 Paket 584.800. | 2 Paket 554.585.
Kelengkapannya St Ul 270 260 079 353 053 KEPE
gkapanny Kelengkapan GAW
AIAN
[PPTK
Jumlah Pegawai KASU
pendidikan dan Berdasarkan BAG
Pelatihan Pegawai Tugas_dan 5.000.30 LS
Berdasarkan Tuaas dan Fungsi yang 20 Orang 1 Orang 0' ' 5 Orang 519.437. | 10 Orang | 537.539. | 15 Orang | 503.074. | 20 Orang | 471.200. | 20 Orang | 440.985. | M &
i g Mengikuti 270 260 079 353 053 KEPE
9 Pendidikan dan GAW
Pelatihan AIAN
Jumlah Orang NSl
. BAG
yang Mengikuti UMU
Sl Ens] FarnEn sl I - - - 50 Orang | 484.187. | 50 Orang | 502.289. | 50 Orang | 467.824. | 50 Orang | 435.950. | 50 Orang | 405.735. | M &
Perundang-Undangan Peraturan
PerundangUnda 270 260 079 353 053 KEPE
nan GAW
9 AIAN




Jumlah Orang

yang Mengikuti Eﬁ\‘éu
Lo . Bimbingan
Bimbingan Teknis Teknis UmMu
Implementasi Peraturan Implementasi - - - ) 50 Orang | 75.000.0 | ) ) M &
Perundang-Undangan p P 00 KEPE
eraturan
Perundang- Sl
AIAN
Undangan
Administrasi Umum 207.823. 289.176. 261.269. 322.324. 314.036. 339.439.
Perangkat Daerah 350 760 436 630 018 619
KASU
Jumlah BAG
Dokumen UmMu
Tersedianya kebutuhan | Administrasi 103 45 207.823. | 48 289.176. | 46 261.269. | 47 322.324. | 46 314.036. | 45 339.439. | M &
umum perangkat daerah | Umum Dokumen Dokumen | 350 Dokumen | 760 Dokumen | 436 Dokumen | 630 Dokumen | 018 Dokumen | 619 KEPE
Perangkat GAW
Daerah AIAN
[PPTK
Jumlah Paket KASU
Penyediaan Komponen NCIEITE /G
InstZIasi P Instalasi UmMu
S Listrik/Penerang 1 Paket 1.071.75 | 1 Paket 5.000.00 | 2 Paket 10.000.0 | 1 Paket 5.000.00 | 2 Paket 10.000.0 | 1 Paket 5.000.00 | M &
Listrik/Penerangan =
Bangunan Kantor an Bangunan 0 0 00 0 00 0 KEPE
Kantor yang GAW
Disediakan AIAN
KASU
Jumlah Paket B
. Uumu
Penyediaan Peralatan Peralatan dan M &
dan Perlengkapan Perlengkapan 2 Paket 30.750.0 2 Paket 40.928.2
- - - - - - - - - KEPE
Kantor Kantor yang 00 50 GAW
Disediakan AIAN
[PPTK
KASU
; Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan | poaaran 3 Paket 1Paket | 25.000.0 BAG
Rumah Tangga - - - - - - - - - - UMU
Rumah Tangga 00 M &




yang KEPE
Disediakan GAW
AIAN
[PPTK
KASU
BAG
Jumlah Paket uMu
Penyediaan Bahan ERUEN US| 5 5 2Paket | 6.056.60 | 2 Paket | 6.662.26 | 2 Paket | 7.328.48 | 2 Paket | 8.061.33 | 2 Paket | 8.867.46 | 2 Paket | 9.75421 | M &
Logistik Kantor Kantor yang 0 0 6 5 8 5 KEPE
Disediakan GAW
AIAN
[PPTK
KASU
Jumlah Paket BAG
. Barang Cetakan UumMu
Penyediaan Barang dan M &
Cetakan dan 3 Paket 3 Paket 21.650.0 | 3 Paket 23.815.0 | 3 Paket 26.196.5 | 3 Paket 28.816.1 | 3 Paket 31.697.7 | 3 Paket 34.867.5
Penggandaan KEPE
Penggandaan 00 00 00 50 65 42
yang GAW
Disediakan AIAN
[PPTK
Jumlah KASU
Dokumen BAG
Penyediaan Bahan Bahan Bacaan 14 14 14 14 14 14 14 UMuU
Bacaan dan Peraturan dan Peraturan 1.505.00 1.655.50 1.821.05 2.003.15 2.203.47 242381 | M&
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Perundang-Undangan Perundang- 0 0 0 5 1 8 KEPE
Undangan yang GAW
Disediakan AIAN
KASU
Jumlah Laporan 5’&%
Fasilitasi Kunjungan Fasilitasi 12 12 12 12 12 12
- 12 Laporan 27.540.0 30.294.0 33.323.4 36.655.7 40.321.3 443534 | M &
Tamu Kunjungan Laporan 00 Laporan 00 Laporan 00 Laporan 40 Laporan 14 Laporan 45 KEPE
Tamu
GAW
AIAN




Jumlah Laporan
Penyelenggaraa

Penyelenggaraan Rapat SEKR
Koordinasi dan '&Ejﬁjﬁzasi 4 | 66 Laporan ii oran | 150.000. ﬁ oran | 165.000. ﬁ oran | 181500, ii oo | 199.650. ﬁ v | 219615, ii an | 241576, | ETAR
Konsultasi SKPD Koncultas: P 000 P 000 P 000 P 000 P 000 P 500 IS
SKPD
Jumlah
Dokumen KASU
Dukungan BAG
?,il;{(eu;g;:r:e?iﬁ;ﬁgﬁan PEIEEAEE 1 1 1 1 1 1 Sl
. - Sistem 1.000.00 1.100.00 1.210.00 1.331.00 1.464.10 | M &
Berbasis Elektronik P intah - Dokumen | - Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen KEPE
ada SKPD emerlpta an 0 0 0 0 0
P Berbasis GAW
Elektronik pada AIAN
SKPD
Pengadaan Barang
m 'r']'l'fnP;rfreg‘rusan 782.963. 2.271.76 2.344.17 2.206.31 2.078.82 1.586.49
jang 512 7.887 5.847 5.123 0.219 2.980
Pemerintah Daerah
Jumlah
Dokumen
Tersedianya kebutuhan Ez?gr?gal\a}lr;lik SEKR
baranoimilikzeraf Daerah 4 Dokumen | 2 782.963. | 4 227176 | 4 234417 | 4 220631 | 4 2.078.82 | 4 1.586.49 | ETAR
penunjang urusan Penunian Dokumen 512 Dokumen 7887 Dokumen 5847 Dokumen 5123 Dokumen 0219 Dokumen 2980 IS/PP
pemerintah daerah Urusarj1 g ’ ’ : ’ : TK
Pemerintah
Daerah
Jumlah Unit
Kendaraan EI,EAJ'IA
Pengadaan Kendaraan Dinas PENG
Dinas Operasional atau | Operasional 15 Unit 1 Unit 570.000. | 4 Unit 419.918. | 4 Unit 438.020. | 4 Unit 403.555. | 4 Unit 371.681. | 4 Unit 341.466. ADA
Lapangan atau Lapangan 000 256 246 065 339 039 AN/P
yang
Disediakan U




PEJA
Jumlah Paket EEAl:er
Pengadaan Mebel Mebel yang 4 Paket 1 Paket 449.918. | 1 Paket 468.020. | 1 Paket 433.555. | 1 Paket 401.681.
R - - - ADA
Disediakan 256 246 065 339
AN/P
PTK
Jumlah Unit PEJA
BAT
Pengadaan Peralatan Pera_l g _dan . . PENG
- . Mesin Lainnya 78 Unit 8 Unit 80.150.0 | 43 Unit 955.918. | 5 Unit 974.020. | 5 Unit 939.555. | 5 Unit 907.681. | 5 Unit 877.466.
dan Mesin Lainnya ADA
yang 00 256 246 065 339 039 AN/P
Disediakan PTK
Jumlah Unit
Sarana dan PEJA
Pengadaan Sarana dan Prasarana BAT
PIEEETENR PERTUIANE) | [PEEll g 2 Unit 1 Unit 132.813. | 1 Unit 446.013. | 1 Unit 464.115. | 1 Unit 429.649. | 1 Unit 397.776. | 1 Unit 367.560, | oG
Gedung Kantor atau Gedung Kantor ADA
. 512 119 109 928 202 902
Bangunan Lainnya atau Bangunan AN/P
Lainnya yang PTK
Disediakan
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan 594.001. 1.366.25 1.402.45 1.333.52 1.269.77 1.209.34
Pemerintahan Daerah 772 1.137 5.117 4.755 7.303 6.703
Jumlah
Dokumen
Tersedianya jasa Penyediaan Jasa 9 9 9 9 9 9 SEKR
penunjang urusan Penunjang 9 Dokumen 594.001. 1.366.25 1.402.45 1.333.52 1.269.77 1.209.34 | ETAR
pemerintah daerah Urusan DEIUED | 7 Bebrren | g oy || Debawren | pet | Bslamwen | paest | Dammen | gt sl | Jope IS
Pemerintah
Daerah
KASU
BAG
. Jumlah Laporan UMuU
F,\’Ae:g’esr'gf‘” JasaSurat | ponvediaan Jasa | 2 Laporan | 2 Laporan | 4.000.00 | 2 Laporan | 4.400.00 | 2 Laporan | 4.400.00 | 2 Laporan | 4.400.00 | 2 Laporan | 4.400.00 | 2 Laporan | 4.400.00 | M &
y Surat Menyurat 0 0 0 0 0 0 KEPE
GAW
AIAN




Jumlah Laporan KASU
Penyediaan Jasa BAG
Penyediaan Jasa Komunikasi, UMU
Komunikasi, Sumber Sumber Daya 3 Laporan 3 Laporan | 216.982. | 3 Laporan | 734.142. | 3 Laporan | 752.244. | 3 Laporan | 717.779. | 3 Laporan | 685.905. | 3 Laporan | 655.690. | M &
Daya Air dan Listrik Air dan Listrik 072 902 892 711 985 685 KEPE
yang GAW
Disediakan AIAN
Jumlah Laporan E::‘(SBU
Penyediaan Jasa E:Fg’esr::?]n i UMU
Pelayanan Umum Umt?/m Kantor 4 Laporan 4 Laporan | 373.019. | 4 Laporan | 627.708. | 4 Laporan | 645.810. | 4 Laporan | 611.345. | 4 Laporan | 579.471. | 4 Laporan | 549.256. | M &
Kantor 700 235 225 044 318 018 KEPE
yang GAW
Disediakan AIAN
Pemeliharaan Barang
I';’('e ';'En?::éﬂ‘rusan 85.315.2 1.257.89 1.348.40 1.176.07 1.016.70 865.632.
: 00 3.630 3.580 7.675 9.045 545
Pemerintahan Daerah
Jumlah
Dokumen
Terpeliharanya barang Pemellharggn SEKR
milik daerah penunjang I TS 3 5 5 5 5 5 ETAR
urusan pemerintah Daerar_] 5 Dokumen Dokumen 85.315.2 Dokumen 1.257.89 Dokumen 1.348.40 Dokumen 1.176.07 Dokumen 1.016.70 Dokumen 865.632. 1S/PP
Penunjang 00 3.630 3.580 7.675 9.045 545
daerah TK
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah
Penyediaan Jasa Kendaraan gﬁ‘éu
Pemeliharaan, Biaya Dinas UMU
Pemeliharaan, Pajak Operasional M &
dan Perizinan atau Lapangan 5 Unit 15 Unit 51.530.0 | 16 Unit 277.492. | 20 Unit 295.594. | 24 Unit 261.129. | 28 Unit 229.255. | 32 Unit 199.040. KEPE
Kendaraan Dinas yang Dipelihara 00 382 372 191 465 165 GAW
Operasional atau dan Dibayarkan AIAN
Lapangan Pajak dan IPPTK
Perizinannya




KASU
BAG
Jumlah uMu
Pemeliharaan Peralatan | Peralatandan 1 45, o 23Unit | 3.660.00 | 23 Unit | 224.835. | 23 Unit | 242.937. | 23 Unit | 208472 | 23 Unit | 176.598. | 23 Unit | 146.383. | M &
dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya 0 382 372 191 465 165 KEPE
yang Dipelihara GAW
AIAN
IPPTK
KASU
Jumlah Gedung BAG
Pemeliharaan/Rehabilita g:ﬂt%rngin l'{J/Il\/tl&U
si Gedung Kantor dan g 1 Unit 1 Unit 30.125.2 | 1 Unit 253.947. | 1 Unit 272.049. | 1 Unit 237.583. | 1 Unit 205.710. | 1 Unit 175.494.
Bangunan Lainnya el Ve 00 102 092 911 185 885 NERs
Dipelihara/Dire GAW
habilitasi AIAN
/PPTK
Jumlah Sarana Eﬁ‘gu
Pemeliharaan/Rehabilita e PlEERE uMu
si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor . M &
atau Bangunan 1 Unit 1 Unit 250.809. | 1 Unit 268.911. | 1 Unit 234.446. | 1 Unit 202.572. | 1 Unit 172.357.
Cealling) ey Lainnya yan ; - 382 372 191 465 165 N2
Bangunan Lainnya Annya yang GAW
Dipelihara/Dire
habilitasi AIAN
/PPTK
Jumlah Sarana KASU
Pemeliharaan/Rehabilita gae?];urﬁls;rana LBJ':‘ACL;J
si Sarana dan Prasarana Gedun K%ntor M &
Pendukung Gedung g 1 Unit 1 Unit 250.809. | 1 Unit 268.911. | 1 Unit 234.446. | 1 Unit 202.572. | 1 Unit 172.357.
atau Bangunan - - KEPE
Kantor atau Bangunan X 382 372 191 465 165 G
Lainnya EIYEN LR it
Dipelihara/Dire AIAN
habilitasi /PPTK




PENA

TA
KELO
Meningkatnya izelis Vel II;'IQ‘NA
g ya . | terhadap Target -23,05% 20,18% | 50.000.0 20,18% | 710.000. 20,18% | 176.000. 20,18% | 171.000. 20,18% | 199.100. 20,18% | 196.410.
kemudahan berinvestasi - NAM
Investasi 00 000 000 000 000 000 AN
MOD
AL/PP
TK
Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif
Dibidang Penanaman 410.000. 110.000. 121.000. 133.100. 146.410.
L4 Bl AT W C e 000 000 000 000 000
Kewenangan Daerah
Provinsi
ANA
LIS
Jumlah KEBIJ
Dokumen
. AKA
Ditetapkannya Penetapan N/PE
pemberian Pemberian NAT
fasilitas/insentif Fasilitas/Insentif 3 2 2 2 2 A
dibidang penanaman Dibidang 1 Dokumen ) Dokumen 410.000. Dokumen 110.000. Dokumen 121.000. Dokumen 133.100. Dokumen 146.410. KELO
modal yang menjadi Penanaman 000 000 000 000 000 LA
kewenangan daerah Modal yang
S N PENA
provinsi Menjadi NAM
Kewenangan
Daerah Provinsi A
MOD
AL
. Jumlah ANA
Ezgigpgglg(nib”akan Peraturan LIS
. Daerah/Provinsi KEBIJ
Pemberian e L 260.000 AKA
Fasilitas/Insentif dan Pemberian - - Dokumen 000' - - - - - - - - N/PE
Kemudahan Penanaman L .
Modal Fasilitas/Insentif NAT
dan Kemudahan A




Penanaman KELO
Modal LA
PENA
NAM
AN
MOD
AL
ANA
LIS
KEBIJ
Jumlah AKA
Kesepakatan N/PE
Fasilitasi Kemitraan ;ﬁg}:ﬁi’;ha 1 1 1 1 1 ':\AT
)I:/’Zr;’?e?ilr:?:# l;?g\?ilnesr} Besar Dokumen (5)8'000'0 Dokumen 88.000.0 Dokumen 38'500'0 Dokumen 88'550'0 Dokumen (7)(3)'205'0 KELO
(PMA/PMDN) LA
dengan UMKM PENA
di daerah NAM
AN
MOD
AL
ANA
LIS
Jumlah }:EIZ”
Rekomendasi kebijakan rekqm s N/PE
sektor usaha yang kebrl]]akan seldien NAT
regulasinya ;‘esau;;ﬁ“% 1 100.000. 1 55.000.0 1 60.500.0 1 66.550.0 1 73.205.0 | A
diharmonisasi terkait digarmon)ilsasi Dokumen | 000 Dokumen | 00 Dokumen | 00 Dokumen | 00 Dokumen | 00 KELO
Perizinan Berusaha . - LA
Berbasis Resiko tg;l:s;ﬁ:nzman PENA
Berbasis Resiko i
AN
MOD
AL




Pembuatan Peta

Potensi Investasi 50.000.0 300.000. 66.000.0 50.000.0 66.000.0 | 50.000.0
Provinsi 00 000 00 00 00 00
PENA
TA
KELO
LA
Jumlah ,P\li'\,‘\f
Tersedianya Peta Dokumen Peta 4 4 3 4 AN
Potensi Investasi Potensi 1 Dokumen 50.000.0 D 300.000. 66.000.0 50.000.0 66.000.0 50.000.0
L . - okumen Dokumen Dokumen Dokumen MOD
Provinsi Investasi 00 000 00 00 00 00 AL/P
Provinsi RAN
ATA
KOM
PUTE
R
PENA
TA
KELO
LA
Jumlah PENA
Peraturan NAM
Penyusunan Rencana Daerah (Perda) 1 1 AN
Umum Penanaman Rencana Umum | 1 Dokumen Dokumen 50.000.0 Dokumen 250.000. | ) ) ) } ) ) ) MOD
Modal Daerah Provinsi Penanaman 00 000 AL/P
Modal Daerah RAN
Provinsi ATA
KOM
PUTE
R
Pemutakhiran data T ) e PIERL
- - yang telah TA
potensi investasi daerah dilaksanakan KELO
pada Sistem PIR emutakhiran i i i 3 Daerah | 50.000.0 | 4 Daerah | 66.000.0 | 3 Daerah | 50.000.0 | 4 Daerah | 66.000.0 | 3 Daerah | 50.000.0 LA
(Potensi Investasi 3 ; 00 00 00 00 00
Regional) ; ata potgnS| PENA
investasi NAM
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MOD
AL/P
RAN
ATA
KOM
PUTE

PENA
TA
KELO
. Persentase LA
) ER T EE Peningkatan PENA
jangkauan promosi Invest%r an 25,53% 40,21% | 288.528. 40,21% | 300.000. 40,21% | 150.000. 40,21% | 150.000. 40,21% | 150.000. 40,21% | 150.000. NAM
penanaman modal Bort yang 000 000 000 000 000 000
erinvestasi AN
MOD
AL/PP
TK
Penyelenggaraan
Promosi Penanaman
Modal yang Menjadi 288.528. 300.000. 150.000. 150.000. 150.000. 150.000.
Kewenangan Daerah 000 000 000 000 000 000
Provinsi
PRAN
Jumlah ATA
Dokumen
HUM
Terselenggaranya Penyelenggaraa AS/P
promosi penanaman n Promosi 5 2 1 1 1 1 RAN
modal yang menjadi Penanaman 4 Dokumen Dokumen 288.528. Dokumen 300.000. Dokumen 150.000. Dokumen 150.000. Dokumen 150.000. Dokumen 150.000. ATA
kewenangan daerah Modal yang 000 000 000 000 000 000 KOM
provinsi Menjadi PUTE
Kewenangan
Daerah Provinsi R/AN
ALIS




KEBIJ
AKA
N/PE
NAT

KELO
LA
PENA
NAM
AN
MOD
AL

Pelaksanaan Kegiatan
Promosi Penanaman
Modal Daerah Provinsi

Jumlah
Dokumen Hasil
Kegiatan
Promosi
Penanaman
Modal Provinsi

1 Dokumen

1
Dokumen

265.020.
000

1
Dokumen

150.000.
000

1
Dokumen

150.000.
000

1
Dokumen

150.000.
000

1
Dokumen

150.000.
000

1
Dokumen

150.000.
000

PRAN
ATA
HUM
AS/P
RAN
ATA
KOM
PUTE

Penyusunan Strategi
Promosi Penanaman
Modal Kewenangan
Provinsi

Jumlah
dokumen
strategi Promosi
Penanaman
Modal Provinsi

4 Dokumen

1
Dokumen

23.508.0
00

1
Dokumen

150.000.
000

ANA
LIS
KEBIJ
AKA
N/PE
NAT

KELO
LA
PENA
NAM
AN
MOD
AL




Persentase PENA
Pelaku Usaha TA
mfﬂégﬁ';aggg’;asg”rﬂ?fg ﬁg%pemleh 32348 255%% | 49003, || 26509 | 460000, | 2550% | SE0.OU0. | 255996 | 660000. | 25598 ([ 76000. | 2559% | 8B0.000, P
\zin Sesuai 0 000 000 000 000 000 N/PPT
Ketentuan K
Penanaman Modal
yang Ruang
Lingkupnya Lintas 480.036.
Daerah 210 ) ) ) ) i
Kabupaten/Kota
Jumlah
Dokumen
Terlaksananya kegiatan | Penanaman _F;_iNA
penanaman modal yang | Modal yang 3
ruang lingkupnya lintas | Ruang R Dokumen ‘21'?8'036' = = = = = ;IIE'\IT ’L
daerah kabupaten/kota Lingkupnya N
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelaku
Usaha yang
Mendapatkan
Penyediaan Pelayanan Pelayanan
Perizinan Berusaha Perizinan PENA
melalui Sistem Berusaha TA
Perizinan Berusaha melalui Sistem ilJ(’)S(;hF;elaku 10&2{?:” 93.018.1 ) i i ) i PERI
Berbasis Risiko Perizinan 10 ZINA
Terintegrasi secara Berusaha N

Elektronik

Berbasis Risiko
Terintegrasi
secara
Elektronik




Jumlah
Kegiatan Usaha
yang Mendapat

Pemantauan, Analisis, Zenrgﬁgit:\uan, PENA
Evaluasi, dan Pelaporan Evaluasi, - 110 100 TA
di Bidang Perizinan Pela ora'n di Kegiatan Kegiatan 149.985. _ i i i i PERI
Berusaha Berbasis c1ap Usaha Usaha 000 ZINA
C Bidang
Risiko A N
Perizinan
Berusaha
Berbasis Risiko
Lintas Daerah
Jumlah Pelaku
usaha yang
Memperoleh
Layanan
Penyediaan dan e 5] PENA
Pengelolaan Layanan Perizinan TA
S s Berusaha 80 Pelaku 40 Pelaku
Konsultasi Perizinan e S Uesle Uesle 237.033. ) i i i i PERI
Berusaha Berbasis A 100 ZINA
=l Perizinan N
Berusaha

Berbasis Risiko
Terintegrasi
secara
Elektronik

Penanaman Modal
yang Menurut
Ketentuan Peraturan
Perundangan-
Undangan Menjadi
Kewenangan Daerah
Provinsi

460.000.
000

560.000.
000

660.000.
000

760.000.
000

860.000.
000




Jumlah

Dokumen
Terlaksananya kegiatan E/?ngnla man
penanaman modal yang odal yang PENA

Menurut
menurut ketentuan Ketentuan 3 3 3 3 3 TA
peraturan perundang- Peraturan Dokumen 460.000. Dokumen 560.000. Dokumen 660.000. Dokumen 760.000. Dokumen 860.000. | PERI
undangan menjadi Perundang- 000 000 000 000 000 ZINA
kewgnapgan daerah Undangan N
provinsi Menjadi

Kewenangan

Daerah Provinsi

Jumlah Pelaku

Usaha yang

Memperoleh

Layanan
Penyediaan dan 21 U] PENA
Pl ey Eenzmﬁn 10 Pelak 10 Pelak 10 Pelak 10 Pelak 10 Pelak 1
Konsultasi Perizinan mirlglsji gistem Usghaa“ 25.000.0 Usghaa“ 25.000.0 Us;f‘a” 25.000.0 Usghaa“ 25.000.0 Us;f‘a” 25.000.0 | PERI
Berusaha Berbasis A 00 00 00 00 00 ZINA
Risiko Perizinan N

Berusaha

Berbasis Risiko

Terintegrasi

secara

Elektronik

Tersedianya

Pelayanan
Penyediaan Pelayanan Perizinan
Perizinan Berusaha Berusaha PENA
melalui Sistem melalui Sistem 120 120 120 120 120 TA
Perizinan Berusaha Perizinan Pelaku 35.000.0 | Pelaku 35.000.0 | Pelaku 35.000.0 | Pelaku 35.000.0 | Pelaku 35.000.0 | PERI
Berbasis Risiko Berusaha Usaha 00 Usaha 00 Usaha 00 Usaha 00 Usaha 00 ZINA
Terintegrasi secara Berbasis Risiko N
Elektronik Terintegrasi

secara

Elektronik




Pemantauan, Analisis,
Evaluasi, dan Pelaporan
di Bidang Perizinan
Berusaha Berbasis
Risiko

Evaluasi, dan
Pelaporan di
Bidang
Perizinan
Berusaha
Berbasis Risiko
Lintas Daerah
Provinsi bagi
Kegiatan Usaha
dari Pelaku
Usaha

80
Kegiatan
Usaha

400.000.
000

100
Kegiatan
Usaha

500.000.
000

120
Kegiatan
Usaha

600.000.
000

140
Kegiatan
Usaha

700.000.
000

160
Kegiatan
Usaha

800.000.
000

PENA
TA
PERI
ZINA

PENA
Persentase
Penyelesaian e
KELO
Permasalahan LA
Terkendalinya dan Hambatan PENA
pelaksanaan penanaman | yang Dihadapi 100% 100% | 169.337. 100% | 1.649.98 100% | 1.814.98 100% | 1.996.48 100% | 2.196.13 100% | 2.415.74 NAM
modal Pelaku Usaha 300 6.000 4.600 3.060 1.366 4.503 AN
dalam MOD
e
TK
Pengendalian
Pelaksanaan
P:Qa':\;‘g‘n?’;gi""da' 169.337. 1.649.98 1.814.98 1.996.48 2.196.13 2.415.74
yang Vienj 300 6.000 4.600 3.060 1.366 4502
Kewenangan Daerah
Provinsi
Terkendalinya PENA
[P SR (D E e JRuena;]:iasz\si 11,05 13,28 15,96 19,18 23,05 27,70 33,29 TA
modal yang menjadi Investasi Triiiun Triiiun 169.337. Triiiun 1.649.98 Triiiun 1.814.98 Triiiun 1.996.48 Triiiun 2.196.13 Triiiun 2.415.74 | KELO
kewenangan daerah 300 6.000 4.600 3.060 1.366 4.503 LA
o PMA/PMDN
provinsi PENA




MOD
AL/PP
TK
Jumlah
Kegiatan Usaha
dari Pelaku
Usaha yang PENA
Telah Dianalisa TA
dan Diverifikasi KELO
Data, Profil dan LA
Informasi PENA
Kegiatan Usaha 50 55 60 67 73 81 NAM
g gﬁ:;lfjl'g;” 615 PO | Kegiatan | 14.280.4 | Kegiatan | 616.807. | Kegiatan | 678.487. | Kegiatan | 746.336. | Kegiatan | 820.970. | Kegiatan | 903.067. | A% -
. Usaha 00 | Usaha 000 Usaha 700 Usaha 470 Usaha 117 Usaha 129
Inspeksi AL/A
Lapangan; serta NALI
Dilakukan S
Evaluasi KEBIJ
Penilaian AKA
Kepatuhan N
Pelaksanaan
Perizinan
Berusaha
PENA
Jumlah TA
Penyelesaian PENA
Penyelesaian Permasalahan NAM
E'er:]t?;?;ﬁr?;”gan SZEQH;?:‘?;S? 1LY g Kegziitan 155.047 é:giatan 228.880 f<7egiatan 251.768 Ig(oegiatan 276.944 f(zegiatan 304.639 3K5egiatan 335.103 Mo
dihadapi Pela!<u l_Jsaha PEEL LB Ustlie Usaha 900 Usaha 000 Usaha 000 Usaha 800 Usaha 280 Usaha 208 A
dalam merealisasikan dalam NALI
Kegiatan Usahanya merealisasikan S
Kegiatan KEBIJ
Usahanya AKA
N




Bimbingan Teknis
kepada Pelaku Usaha

Jumlah Pelaku
Usaha yang
Mengikuti
Bimbingan
Teknis/
Sosialisasi
Implementasi
Perizinan
Berusaha
Berbasis Risiko
dan Pengawasan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Risiko

453 Pelaku
Usaha

100
Pelaku
Usaha

804.299.
000

110
Pelaku
Usaha

884.728.
900

121
Pelaku
Usaha

973.201.
790

133
Pelaku
Usaha

1.070.52
1.969

146
Pelaku
Usaha

1.177.57
4.165

PENA
TA
PENA
NAM
AN
MOD
AL/A
NALI

KEBIJ
AKA
N/PR
ANA
TA
KOM
PUTE

Terintegrasi pada
Tingkat Daerah
Provinsi

Persentase PENA
Meningkatnya Pemanfaatan TA
pemanfaatan dan DA G2 15,50% | 10.0000 | 1550% | 11.000.0 | 1550% | 121000 | 15,50% | 13.310.0 13% | 146410 | PER
informasi penanaman Informasi - ZINA
00 00 00 00 00
modal Penanaman N/PPT
Modal K
Urusan Pengelolaan
Data dan Informasi
Perizinan dan Non
';/fg('jza'l:‘agnpe“a“ama" 10.000.0 11.000.0 12.100.0 13.310.0 14.641.0
yang 00 00 00 00 00




Jumlah

P

Terlaksananya P TA
. engelolaan
pengolahan, penyajian, Data dan PERI
dan Pemanfagtan Qa!ta Informasi ZINA
gzpbg;fi(s)rsr?siizlnﬁ)erlzman Perlzmap Qan Doklljmen Al Doklljmen LI Dokﬁmen 12l Doklljmen ey Dokﬁmen LRI xﬁSN
.. Non Perizinan 00 00 00 00 00
pelayanan perizinan KEBH
; . Penanaman

berusaha terintegrasi Modal van AKA
secara elektronik dal yang N/PPT

Terintegrasi K

pada Tingkat

Daerah Provinsi

Jumlah Data

dan Informasi

Perizinan PENA
Pengolahan, Penyajian Berbasis Sistem TA
dan Pemanfaatan Data Pelayanan PERI
dan Informasi Perizinan | Perizinan 1 1 1 1 1 ZINA
Berbasis Sistem Berusaha 10.000.0 11.000.0 12.100.0 13.310.0 14.641.0 | N/AN
Pelayanan Perizinan Terintegrasi Dl 00 Dl 00 Dl 00 DT 00 Dl 00 ALIS
Berusaha Terintegrasi secara KEBIJ
secara Elektronik Elektronik yang AKA

Diolah, Dikaji N

dan

Dimanfaatkan




Dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, DPMPTSP ikut

berperan melalui subkegiatan yang dijabarkan berdasarkan tabel berikut.

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah

Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman
Modal

Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi

Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang
Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan

Berusaha Berbasis Resiko

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal
Daerah Provinsi

Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada
Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman
Modal Kewenangan Provinsi

Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
Kewenangan Provinsi

2
3
Pengembangan Meningkatnya
p Iklim Kemudahan
Penanaman Berinvestasi
Modal
5
6
7
8
Meningkatnya
Promosi Jangkauan
9 Penanaman Promosi
Modal Penanaman
Modal
10
11
Pelayanan Mfanmg'k 2y
erizinan
Penanaman
12 Ly Berusaha
Berbasis Risiko
13

Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha
melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan
di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
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Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi

Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha
melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan
di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pengawasan Penanaman Modal

Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang
dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan
Kegiatan Usahanya

Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

14
15
16
17
18
19
20 i
Pengendalian Terkendalinya
Pelaksanaan
7 Penanaman Penanaman
Modal Modal
22
23 .
Pengelolaan Meningkatnya
Data dan Sistem | Pemanfaatan dan
Informasi Informasi
Penanaman Penanaman
24 Modal Modal

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data
dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik

Tahun 2025-2029 diukur menggunakan Indikator Kinerja Utama (PD) Perangkat Daerah yang

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP Prov. Sultra

dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Program PD

(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Cakupan
Pelayanan
Penunjang Inmendagri
1 Urusan Persen 81,58% | 84,21% | 92,11% | 94,74% | 97,37% | 100% | No.2
Pemerintahan Tahun 2025
Daerah
Provinsi




Realisasi Total Inmendagri

2 | Jerhacap Persen | 20,18% | 20,18% | 20,18% | 20,18% | 20,18% | 20,18% | NO:2
L Tahun

Investasi 2025

Persentase Inmendagri
3 rne\?égt%':a\tf;ng Persen | 40,21% | 40,21% | 40,21% | 40,21% | 40,21% | 40,21% $§an

Berinvestasi 2025

Persentase

Pelaku Usaha )

Yang Inmendagri
4 Memperoleh Persen 25,59% | 25,59% | 25,59% | 25,59% | 25,59% | 25,59% | No. 2

Izin Sesuai Tahun 2025

Ketentuan

Persentase

Penyelesaian

Permasalahan

szngambatan Inmendagri
5 Dihadapi Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% | No.2

Pelaku Usaha Tahun 2025

Dalam

Membuka

Usaha

Persentase

Pemanfaatan )

Data Dan Inmendagri
6 [ Persen 0% 15,50% | 15,50% | 15,50% | 15,50% | 15,50% | No. 2

Penanaman Tahun 2025

Modal

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029
khususnya pada bidang penanaman modal diukur melalui IKK (Indikator Kinerja Kunci) yang
dijelaskan berdasarkan tabel berikut.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

1) (2) 3) 4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah nilai
investasi L. .
1 | berskala ;L"'iiﬂ 1328 | 1596 | 1918 | 2305 | 27,70 | 3329 ggr;“;h”:rfggl'\?""
nasional P
(PMA/PMDN)
Kenaikan /
penurunan 3 7 7 i . o, | Permendagri No.
2 Nilai Realisasi Persen 20,18% | 20,18% | 20,18% | 20,18% | 20,18% | 20,18% 86 Tahun 2017
PMDN




BAB YV
PENUTUP

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi,
misi, tujuan, sasaran, strategi, serta program kerja yang akan dilaksanakan oleh suatu
organisasi atau institusi dalam periode waktu tertentu. Dengan Renstra, organisasi dapat
fokus pada prioritas utama, mengukur kemajuan secara sistematis, serta menyesuaikan
arah kebijakan sesuai perubahan lingkungan internal maupun eksternal DPMPTSP
Prov. Sultra berkomitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Prov.
Sultra Tahun 2025-2029.

Dalam Rencana Strategis 2025-2029 ini DPMPTSP Prov. Sultra mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dengan menjadikan tujuan DPMPTSP Prov.
Sultra berdasarkan poin kedua dari misi ASR-Hugua yang tertuang dalam RPJMD
Prov. Sultra. Isi dari misi tersebut yaitu “Menumbuhkan Perekonomian Melalui
Konektivitas dan Penguatan Potensi Pertanian Dalam Arti Luas, Maritim serta
Dunia Usaha”. Dari misi yang dijelaskan diatas kemudian menciptakan tujuan dan
sasaran DPMPTSP Prov. Sultra yaitu “Terwujudnya Iklim Investasi yang
Kompetitif” sedangkan sasarannya adalah “Meningkatnya Iklim Investasi PMA dan
PMDN”.

Aturan, prinsip, atau pedoman yang digunakan untuk mengatur cara suatu
kegiatan atau kebijakan dilaksanakan agar berjalan sesuai dengan tujuan mengacu pada
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yang kemudian
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menghasilkan 6 Program, 15 Kegiatan, dan 54 Sub Kegiatan yang dijabarkan dalam
Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025 — 2029
merupakan perencanaan perangkat daerah yang menjadi panduan bagi pegawai
DPMPTSP dalam melaksanakan pembangunan dan kebijakan dalam instansi.

Renstra DPMPTSP Prov. Sultra akan menjadi dasar dalam penyusunan
dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja DPMPTSP Prov. Sultra yang lebih lanjut
akan menjadi pedoman penyusunan perancangan KUA-PPAS dan Rancangan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DPMPTSP Prov. Sultra untuk tahun
selanjutnya.

Tujuan dari sasaran dalam Renstra ini dilaksanakan berdasarkan rencana atau
program yang telah disusun, dan memastikan bahwa pelaksanaan berjalan sesuai
rencana, serta untuk mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan sejak dini. Selanjutnya
proses tersebut dievaluasi terhadap hasil dan dampak dari pelaksanaan untuk melihat
apakah tujuan dan sasaran telah tercapai.

Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025 — 2029 menjadi dokumen daerah
yang perlu diketahui dan dipahami sebagai dokumen bersama (seluruh stakeholder
DPMPTSP) dalam rangka melaksanakan pembangunan jangka menengah perangkat
daerah.

Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 ini diharapkan terlaksana
secara terarah, terukur dan terkendali sehingga dapat mendukung pelaksanaan
pembangunan yang efisien, efektif dan berkelanjutan. Seluruh pegawai DPMPTSP
Prov. Sultra harus bertanggungjawab dalam menjaga konsistensi antara Renstra PD
dengan implementasi Rencana Kerja tahunannya, sehingga Renstra DPMPTSP Prov.

Sultra yang telah ditetapkan dapat menjadi bagian dari proses mewujudkan Sulawesi
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Tenggara sebagai tujuan investasi yang dapat meningkatkan iklim berinvestasi dan

perdaya saing.

Kendari, 3o Oktober 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PRQVINSLSULAWESI TENGGARA,

».l;e'mbma Utama Madya Gol. Iv/d
NIP 197710142003121007
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LAMPIRAN

Berikut penjelasan mengenai perhitungan baseline dan target tujuan, sasaran,
dan IKU program Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029.

A. Persentase peningkatan investasi / Pembentukan Modal Tetap Bruto

Miliar 51.118,81 | 50524,41 | 55416,04 | 59449,66 | 63517,42

Persentase 116% | 968% | 7.28% | 684%| 021%
Peningkatan

Rata-Rata

Persentase 6,00%

Peningkatan

Persentase peningkatan PMTB dihitung berdasarkan data yang diperoleh
dari Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. Sultra dengan menggunakan rumus sebagai
berikut. Tetapi khusus untuk data tahun 2024 menggunakan data persenan yang

sudah dirilis dan dihitung langsung oleh BPS.

PMTB Tahun,, — PMTB Tahun,,_;
PMTB Tahun,_,

%Peningkatan = ( )x 100%

Hasil perhitungan peningkatan per tahun digunakan untuk menghitung rata-
rata persentase kenaikan yang akan digunakan sebagai target tahun 2025 hingga

2030 dan diperoleh nilai yaitu 6,00%.

Rata — Rata Persentase Peningkatan = (]

umlah Seluruh Persentase Peningkatan)
Jumlah Tahun

B. Realisasi total terhadap target investasi

Realisasi Investasi (Triliun) | 21,13 27,93 20,19 14,36 11,05 | 13,28
Persentase Peningkatan 32,18% | -27,71% | -28,88% | -23,05% | 20,18%

Perhitungan persentase kenaikan realisasi total terhadap target investasi
dengan menggunakan data realisasi investasi PMA/PMDN 5 (lima) tahun

sebelumnya sebagai indikator sasaran sesuai dengan rumus sebagai berikut.

Realisasi Investasi Tahun,, — Realisasi Investasi Tahun,,_,

%Peningkatan = ( ) x 100%

Realisasi Investasi Tahun,,_4

Data persentase kenaikan pada tahun 2025 sebesar 20,18% digunakan
sebagai baseline data. Selain itu, data ini juga digunakan sebagai target untuk tahun
2026-2030. Data yang sama juga digunakan untuk target tahunan indikator sasaran
Renstra PD.
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C. Persentase peningkatan investor yang berinvestasi

PMA 54 57 74 119 148
PMDN 161 557 410 543 683
Total 215 614 484 662 831
Persentase Peningkatan 185,58% | -21,17% | 36,78% | 25,53%
Pertumbuhan Tahunan 40,21%

Data dihitung berdasarkan total pelaku usaha PMA dan PMDN di Provinsi
Sulawesi Tenggara selama periode tahun 2020 hingga 2024. Berdasarkan data
tersebut, dihitung persentase kenaikan per tahun menggunakan rumus sebagai
berikut.

Total Pelaku Usaha Tahun,, — Total Pelaku Usaha Tahun,_;
Total Pelaku Usaha Tahun,_

%Peningkatan = ( )x 100%

Persentase kenaikan sebesar 25,53% pada tahun 2024 digunakan sebagai
baseline program. Kemudian guna memproyeksikan pertumbuhan 5 tahun kedepan
dihitung menggunakan rumus CAGR (Compound Annual Growth Rate) dengan
hasil perhitungan yaitu 40,21%.

1
Nilai Akhir Total Pelaku Usaha)/umlah Tahun

CAGR = (Nilai Awal Total Pelaku Usaha

D. Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan

I1zin SISPADU 576 380 73 102 87
I1zin OSS-RBA 0 361 1865 2016 1346
Total Izin 576 741 1938 2118 1433
Persentase Peningkatan 28,65% 161,54% 9,29% | -32,34%
Pertumbuhan Tahunan 25,59%

Perhitungan pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan
menggunakan data yang diperoleh dari jumlah izin yang diterbitkan bagi pelaku
usaha melalui SISPADU (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu) dan OSS-
RBA (Online Single Submission-Risk Based Approach). Kemudian dari data yang

diperoleh dihitung persentase kenaikan per tahunnya.
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. Total I1zin Tahun, — Total I1zin Tahun,_,
%Peningkatan = - x 100%
Total I1zin Tahun,_,

Hasil perhitungan persentase peningkatan diperoleh nilai sebesar -32,34%
yang akan digunakan sebagai baseline data. Guna memproyeksikan pertumbuhan
tahunan 5 tahun kedepan digunakan rumus CAGR dan diperoleh hasil sebesar

25,59%.

1
Nilai Akhir Total Izin)]umlah Tahun

CAGR = (Nilai Awal Total Izin

=

Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam

membuka usaha

Jumlah Laporan yang 11 12 11 7 6
Diterima

Jumlah Laporan yang 11 12 11 7 6
Diselesaikan

PEREIERS 100% | 100% | 100% | 100% 100%
Keberhasilan

Persentase penyelesaian permasalahan dihitung berdasarkan jumlah laporan
yang diterima dibagi jumlah laporan yang diselesaikan kemudian dikali dengan

100% seperti yang dijelaskan pada rumus berikut.

. Jumlah Laporan yang Diselesaikan
Persentase Keberhasilan = — X 100%
Jumlah Laporan yang Diterima

Hasil perhitungan diperoleh nilai 100% yang digunakan sebagai baseline
data dan target program untuk tahun 2026 hingga 2030.

F. Pemanfaatan data dan informasi penanaman modal

First Time Visitor 4740 5862 6655 7493 8435
Persentase Peningkatan 60,03% 23,67% 13,53% 12,59% 12,57%
Pertumbuhan Tahunan 15,50%

Hasil perhitungan tingkat pemanfaatan dan informasi penanaman modal,
indikator yang digunakan dengan menghitung jumlah pengunjung yang pertama
kali mengakses (first time visitor) website DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara
dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir. Berdasarkan hasil tersebut kemudian dihitung

persentase peningkatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut.
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. First Time Visitor Tahun,, — First Time Visitor Tahun,_,
%Peningkatan = - - — x 100%
First Time Visitor Tahun,,_,

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus diatas diperoleh hasil
12,57% yang digunakan sebagai baseline data. Kemudian proyeksi pertumbuhan 5
tahun kedepan dihitung menggunakan rumus CAGR dan diperoleh hasil sebesar

15,50%.

1
Nilai Akhir First Time Visitor)]umlah Tahun

CAGR = (
Nilai Awal First Time Visitor
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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI. Mayjen. 5. Parman No. 02 kendari (93121) Telp. 0401-3126053 Fax, 0401-31261582
Website : www.dpmptsp.sultraprov.godd  Emadl @ info.dpmptspi@sultraprov. go.ld

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : Q& TaHud 3cis
TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
bahwa dalam rangka kelancaran penvusunan Dokumen Rencana Strategis

pada OPD DPMPTSP Prov. Sultra Tahun Anggaran 2025 dipandang perlu

menunjuk Tim Dokumen Rencana Strategis:

. bahwa untuk memenuhi maksud point (a) diatas, dipandang perlu

ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara:

. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 No. 104
tambahan lembaran Negara RI No. 4421).

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl
Tahun 2004 No. 126, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 No.

4438).



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 257, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573 ):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha;

6. Peraturan Pemerintah No, 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2013.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

10.Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 900 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua Atas keputusan Menteri Dalam Neger
Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Verifikasi, Validasi, dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

1 1.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 7 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013;

12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi sulawesi
Tenggara Tahun 2019 Nomor 9);

14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tanggal 30
Desember 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023;

15.Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor | Tahun 2025 Provinsi Sulawesi
Tenggara (Sultra) Mengatur Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025;

16.Peraturan Daerah (Perda) Nomor | Tahun 2025 Provinsi Sulawesi
Tenggara (Sultra) Mengatur Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA
STRATEGIS PADA OPD DPMPTSP PROV. SULTRA TAHUN ANGGARAN
2025;

Menunjuk Dokumen Rencana Strategis pada OPD DPMPTSP Prov. Sultra Tahun
Anggaran 2025 sebagaimana yang namanya tercantum dalam lampiran Surat

Keputusan ini;

Tugas Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis pada OPD DPMPTSP Prov. Sultra

Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu adalah:



KETIGA

Pengumpulan Data dan Informasi;

Perumusan Vis, Misi, Tujuan, dan Sasaran;

Penyusunan Strategi dan Kebijakan;

Perencanaan Program dan Kegiatan;
Penetapan Indikator Kinerja;

f. Penyusunan Anggaran;

g. Koordinasi dan Sinkronisasi;

h. Pengendalian dan Evaluasi;

Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada APBD Prov.

Sultra melalui DPA-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai

dengan Desember 2029 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Kendari
Pada tanggal

0 A 2026
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROYIN SULAWESI ENGGARA,

ARINRINGI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda Gol, Wie
-NIP. 19771014 200312 1 007

Tembusan:

e

Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari (sebagai laporan);

2. Inspektur Prov. Sultra di Kendari;

i 8

Kepala BPKAD Prov. Sultra di Kendari;



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN
ANGGARAN 2025
NOMOR : By Tawuw= a0Ls
. KEDUDUKAN
NO NAMA JABATAN GOLONGAN DALAM TIM
I | PARINRINGL SE, M.SI Kepala Di RSUIDIEN g Ket
: SRR e PENR i Muda GolIV/c o
2. | H. JONI FAJAR, S. SOS, M. AB Sekretaris | PembimaThl | wopil ketual
| Gol.IV/b
Plt Kepala Bidang .
3, | SUSELOWATYNAHAR,SE., | poicaguan Kebijakandan |  FCooma Wakil ketua I1
M.SI Gol.IV/a
Pelaporan Layanan
Kepala Bidang
Perencanaan dan .
4. | JANY, ST, M.T Pengembengan Iklimdan | Fembme TRl | o a it
4 Gol.1V/b
Promosi Penanaman
Modal
Kepala Bidang
5. | H.ISRA ALNUR, S.STP, M.s1 | Penvelenggaraan Pembina Tkl | kil ketua 1V
2 ’ i latasizas dis Pelayanan Perizinan dan Gol.IV/b
Non Perizinan '
Kepala Bidang
Pengendalian Pembina Tk.1 .
6. | RASIUN, 8. 8.T., M.AP Pelaks Dk GolIV/b Wakil ketua V
Modal dan Informasi
7. | AMRIANA, S.E., M.M. Perencana Ahli Muda Pembina Sekretaris
Gol.IV/a
3 ASMAWATI ABDULLAH, S. Kasubag L'rnu'rn dan Penata Gol. 11/d Anggota
Sos Kepegawaian
9. | KASMAN, S. Sos Penelaah Teknis Penata Gol. Il1/c
Kebijakan Anggota
10. | IRWAN, SH Bendahara Pengeluaran | Penata Gol. Ill/c Anggota
. Penata Muda
1l. | MAHARUDDIN, S.IP. Pengurus Barang Tk.1 Gol. I1/b Anggota
12, | § oY VALERIANSENDE: | perencana Anli Pertama | Gol. 1iva Anggota
13. :‘?HYU SAFUTRA BAHAR, Perencana Ahli Pertama Gol. Ill/a Anggota
14. | AL FATAH RAZAK, S.Pd. Perencana Ahli Pertama Gol. Ill/a Anggota
M. FERDY FEBRYAN IBAR :
_'I 5. 'SAPUTRA, S.M. Perencana Ahli Pertama Gol. I1l/a Anggota
16. | WA ODE HARNI, S.M. Perencana Ahli Pertama Gol. 1ll/a Anggota




/l“;” TRIA OKTARZI MALENDA,
'S Pd. Perencana Ahli Pertama Gol. I1l/a Anggota
8 NINDA SARI DWI
' | MULYANDANI, S Kom. Perencana Ahli Pertama Gol. 1ll/a Anggota
19. OKTAVIANUS TRIVONIA,
SIKom. Perencana Ahli Pertama Gol. I1l/a Anggota
L20. \ FIKRAN TASLIM, S.Pd. Perencana Ahli Pertama Gol. I11/a Anggota
21 NUR ATIKAH HIJRAH
" | MAEMUNAH R, S.Sos. Perencana Ahli Pertama Gol. I1l/a Anggota
L22. \ MUH. IMRAN, S.E. Staf - Anggota
Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal O 5“”‘:

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PARINRINGI, SE, M.Si

Pembina btama Muda Gol. IV/c
NIP. 19771014 200312 1 007
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